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ABSTRAK 
Rini Ardiyanti, (B11107325), Perlindungan Hukum Bagi 
Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemberlakuan Asas 
Rechtsverwerking (Pelepasan Hak) di Kabupaten Lembata, NTT 
(dibimbing oleh Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H. dan Sri Susyanti 
Nur, S.H., M.H.). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan atau 
implementasi asas Rechtsverwerking (pelepasan hak) dan untuk 
mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang 
hak atas tanah atas keberlakuan asas Rechtsverwerking (pelepasan hak) 
di Kabupaten Lembata NTT. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Nubatukan dan 
Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Teknik penelitian 
menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan beberapa 
responden yang diambil dari tiap Kecamatan dan hasil yang didapat 
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait serta data terkait 
berupa data yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang terkait, buku-
buku, tulisan atau makalah-makalah dan dokumen atau arsip serta bahan 
lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini. 
Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan adalah, Pemerintah 
Kabupaten Lembata baik Bupati maupun jajarannya yaitu Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata belum sepenuhnya 
merealisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga banyak tanah yang masih 
tumpang tindih hak penguasaannya. Banyak tanah-tanah yang hanya 
digarap tanpa adanya surat-surat yang berkekuatan hukum yang bisa 
menjamin bahwa tanah tersebut adalah milik para pihak yang menggarap 
tanah tersebut. Pihak yang menggarap tanah hanya berpegang pada 
kepercayaan pada orang-orang terdahulunya yang telah memberi tanah 
tersebut kepada mereka dan menggarapnya dengan itikad baik. Sampai 
saat ini masalah sengketa tanah yang terdapat didalamnya unsur 
Rechtsverwerking, masih dimenangkan oleh penggugat sebagai pemilik 
tanah. Sedangkan pihak tergugat yang telah menguasai tanah dengan 
itikad baik, menguasai secara nyata dalam jangka waktu yang lama, harus 
terusir dari tanah tersebut. Sebagian masalah sengketa tanah yang objek 
tanah sengketanya adalah tanah adat diselesaikan dengan cara adat yaitu 
dengan mengadakan ritual-ritual adat untuk menghormati para leluhur 
yang telah mewariskan tanahnya pada anak cucunya. Sengketa yang 
diselesaikan secara adat inilah yang menerapkan konsep 
Rechtsverwerking dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah. 
 
 
 
vi 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Kasih yang dengan Rahmat 
hingga akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. Melalui tulisan ini, penulis ingin 
menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak 
yang telah menjadi penopang, menjadi pendukung, dan tentunya menjadi 
bagian terpenting hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan: 
 Ucapan terima kasih penulis ingin haturkan sebesar-besarnya 
kepada kedua orangtua tercinta yang tidak henti-hentinya menyemangati 
untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih 
untuk sosok yang selalu mengajarkan tentang kerja keras dan tanggung 
jawab, Ayahanda tercinta H. Zainuddin Achmad dan Ibunda tersayang 
Hj. Darwisa Abdul Rasyid yang telah mengajarkan arti kesabaran dan 
ketulusan. Terima kasih sepenuh hati atas doa, didikan, kesabaran, 
pengorbanan yang tulus dan kepercayaan selama ini serta perhatian juga 
kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga 
untuk saudari-saudariku yang selalu menyemangati dan memberi contoh 
yang baik, Irmayanti Zainuddin, S.E. dan Irawati Zainuddin. Serta 
seluruh keluarga besar penulis yang berada di Polewali dan di Lewoleba 
Lembata yang selalu mendukung dalam meraih cita-cita.  
vii 
 Skripsi ini dapat terselesaikan atas arahan, bimbingan, bantuan 
dan dukungan dari berbagai pihak.Secara khusus penulis haturkan limpah 
terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H, M.Hum. dan 
Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H, M.H., selaku pembimbing yang telah 
dengan sabar mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
 Melalui tulisan ini pula penulis menyampaikan terima kasih yang 
setinggi-tingginya kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA., selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 
Bidang Akademik Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H., selaku Wakil 
Dekan Bidang Perlengkapan dan Keuangan. Wakil Dekan 
Bidang Kemahasiswaan , Romi Librayanto, S.H., M.H. 
4. Bapak Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Penasehat 
Akademik. 
5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian 
Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., 
selaku Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan. 
6. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. 
Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Bapak Ramli Rahim. S.H., 
M.H., selaku penguji. Terima kasih telah meluangkan waktunya 
viii 
dengan tulus memberi nasihat pada penulis untuk melengkapi 
skripsi ini.   
7. Para Dosen/pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
8. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum yang 
sudah memberikan bantuan kepada penulis selama studi 
sampai terselesaikannya skripsi ini. 
9. Sahabat kecil penulis yang hingga saat ini mewarnai hari-hari 
penulis, Sesilia Novita Sinuor dan Katharina Laurentia Monica. 
Berharap bisa selamanya bersama kalian. 
10. Sahabat-sahabat penulis: Magfirah Suryani Bakri, Andi Armi 
Riani, Ulva Febriana Rivai, Ika Novitasari. Terima kasih sudah 
ada untuk melengkapi salah satu bagian hidup penulis yang tak 
akan pernah terlupakan. Kalian super sekali D’Zgee. 
11. Teman-teman seperjuangan penulis yang tergabung dalam 
HGC (Heaven Gate Community): Fuad, Eddy, Wawan, Iming, 
Dina, Nining, Arin, Dija, Retna, Peewe, Yuli, Aya, Jane, Eqhy, 
Nana, Wari, Sita, Lia, Ato, Dali, Rian, Upik, Aslan, Wahyu, Echa, 
Hamka, Andika, Ferdi, Haris, Denis, Dito, Boy, Rama, Didik, 
Nadin, Cheri, Hardi, Tinus, Juanda, Rico, Uchi, Rahman, Elhu, 
Eksan, Aswin, Doni. 
12. Saudara-saudari penulis: Ratna, Tirsan, ka’ Ani dan ka’ Fije 
yang telah menemani langka-langkah penulis selama menimba 
ilmu di tanah perantauan. 
ix 
13. Sahabat-sahabat penulis alumni 2006 SMAN 1 Lembata: Raka, 
Gerus, dan Lin. 
14. Kepada Kepala dan Staf di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Lembata dan Pengadilan Negeri Kabupaten 
Lembata yang telah membantu kelancaran penelitian penulis. 
15. Masyarakat Kabupaten Lembata yang telah menerima dan 
mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan penulis. 
16. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu 
persatu. 
 
 
 
Makassar, 31 Oktober 2014 
Penulis 
 
Rini Ardiyanti 
 
 
  
x 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL ..............................................................................  i 
PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................  ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................  iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .................................  iv 
ABSTRAK ...........................................................................................  v 
UCAPAN TERIMA KASIH ...................................................................  vi 
DAFTAR ISI .........................................................................................  x 
 
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah  ..........................................................  1 
B. Rumusan Masalah ...................................................................  5 
C. Tujuan Penelitian ......................................................................  6 
D. Manfaat penelitian ....................................................................  6 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................  7 
A. Pengertian tanah dan hak atas tanah .......................................  7 
B. Pendaftaran Tanah ...................................................................  19 
1. Pengertian pendaftaran tanah .............................................  19 
2. Obyek Pendaftaran Tanah ..................................................  23 
3. Tujuan dan Fungsi Pendaftaran Tanah ...............................  24 
4. Sistem Pendaftaran Tanah .................................................  26 
5. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah ..................................  27 
C. Tinjauan Umum Lembaga Rechtsverwerking ...........................  36 
1. Perbedaan Rechtsverwerking dengan Daluwarsa 
(Verjaring) ...........................................................................  36 
2. Syarat Penerapan Lembaga Rechtsverwerking ..................  38 
D. Lembaga Rechtsverwerking dalam Hukum Positif ...................  39 
E. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking ..........  42 
 
xi 
BAB III METODE PENELITIAN ...........................................................  46 
A. Lokasi Penelitian ......................................................................  46 
B. Jenis Dan Sumber Data ...........................................................  46 
C. TeknikPengumpulan Data ........................................................  47 
D. Populasi dan Sampel ...............................................................  47 
E. Analisis Data ............................................................................  48 
 
BAB IV PEMBAHASAN ......................................................................  49 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..........................................  49 
B. Implementasi asas Rechtsverwerking (pelepasan hak) di 
Kabupaten Lembata NTT ..........................................................  61 
C. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah atas 
keberlakuan asas Rechtsverwerking (pelepasan hak) di 
Kabupaten Lembata NTT ..........................................................  71 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ...............................................................................  73 
B. Saran .........................................................................................  74 
 
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................  76
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada 
seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, sudah semestinya 
pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa beserta apa yang 
terkandung didalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-
besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bumi yang dimaksud 
ialah tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 
merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat 
laju pembangunan, meningkatkan kebutuhan akan tanah baik untuk 
kepentingan industri, jasa maupun permukiman seperti perumahan dan 
perkantoran. Kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat 
dikarenakan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang 
semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan persediaan tanah yang 
terbatas. Ketidakseimbangan itu telah menimbulkan persoalan dari 
banyak segi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan 
tanah, masalah tanah bukan saja masalah yuridis, tetapi menyangkut 
masalah ekonomi, sosial dan politik. Hal ini disebabkan karena tanah 
merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan menempati kedudukan 
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yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan dan pembangunan, di 
masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu pentingnya kegunaan 
tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian 
hukum1  atas tanah tersebut. 
Tanah adalah benda tidak bergerak/benda tetap karena sifatnya. 
Tanah tidak dapat dipindah-pindahkan. Yang dapat dipindah-pindahkan 
atau berpindah ialah hak-hak atas sebidang tanah. Pemindahan atau 
peralihan hak atas tanah ini harus dibuktikan dengan akta otentik 2 . 
Segala permasalahan yang terjadi sering menciptakan situasi yang tidak 
diinginkan baik antara pemilik maupun antar pemilik dengan penguasa 
dan pengusaha di atas tanah tersebut. Lantas, perlu dipertanyakan 
mampukah sertifikat dijadikan sebagai alat yang bernilai sebagai 
pengaman bila timbul permasalahan tentang tanah? Untuk itu perlu diikuti 
kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang 
terjadi dikemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data 
pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, 
sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan 
keadaan nyata di lapangan.3 
 
                                                             
 
1 Florianus SP. Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, Visimedia, Jakarta, 
2007, hal. 2, menyebutkan ,untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang 
tanah, memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas, dan dilaksanakan 
secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal 
tersebut tercapai melalui pendaftaran tanah. Dokumen-dokumen pertanahan sebagai 
hasil proses pendaftaran tanah adalah dokumen tertulis yang memuat data fisik dan 
data yuridis tanah bersangkutan.  
2 Akta otentik maksudnya yaitu akta yang di buat oleh dan di hadapan pejabat yang 
berwenang, Op.Cit, halaman 22. 
3 Mhd. Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis, Op. Cit, hal. 392  
3 
Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban 
dari pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang 
bersifat rechtscadaster, artinya untuk kepentingan pendaftaran tanah saja 
dan hanya mempermasalahkan haknya apa dan siapa pemiliknya, bukan 
untuk kepentingan lain seperti halnya perpajakan. 4  Pendaftaran tanah 
selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk 
mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa 
luasnya, untuk apa dipergunakan, dan sebagainya. 
Terkait dengan tujuan pendaftaran tanah untuk menyediakan 
informasi, berarti hasil dari pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dapat 
dijadikan sebagai data-base 5 bagi instansi pemerintah yang memerlukan 
informasi mengenai keadaan dan potensi bidang-bidang tanah yang 
sudah bersertifikat, seperti instansi perpajakan, pemerintah daerah dan 
pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
Tertib administrasi dalam pendaftaran tanah dimaksudkan bahwa 
seluruh berkas-berkas di Kantor Pertanahan harus sudah tersimpan 
dengan baik dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari suatu data 
yang diperlukan, terbukti dari adanya sejumlah buku-buku yang tersedia 
dalam menunjang pendaftaran tanah tersebut. 6 Begitu pentingnya 
pelaksanaan asas mutakhir yang bertujuan untuk pemeliharaan data 
                                                             
4 AP Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Madju, Bandung, 1994, 
hal 3 
5 Data-base adalah kumpulan informasi yang di susun berdasarkan cara tertentu dan 
merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan sistem tersebut data yang terhimpun 
dalam suatu database dapat menghasilkan informasi yang berguna. 
http://www.wordpress.com/2008/07/21, pengertian database, di akses pada tanggal 
17 September 2013.   
6 AP Parlindungan, Op. Cit, halaman. 79  
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pertanahan, atau dengan kata lain menentukan data pendaftaran tanah, 
secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 
tersimpan di Kantor Pertanahan, selalu sesuai dengan keadaan nyata di 
lapangan. 
Kabupaten Lembata yang terletak di provinsi NTT merupakan salah 
satu kota di Indonesia, dan merupakan salah satu kota yang kegiatan 
terhadap peralihan hak atas tanahnya sangat sering terjadi. Hal ini 
mengakibatkan pemeliharaan data pertanahan yang berada pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Lembata provinsi NTT sangat penting 
dilaksanakan. Beberapa kasus yang ditemui di lapangan dan merupakan 
masalah yang sering terjadi di Kabupaten Lembata provinsi NTT, yakni 
tanah yang telah ditinggalkan pemiliknya dalam hal ini orang atau pihak 
yang mempunyai sertifikat hak milik atas tanah, menggugat kembali atau 
ingin menguasai kembali tanahnya yang telah ditinggalkan selama 
bertahun-tahun. Disamping itu, orang yang tidak memegang sertifikat hak 
milik atas tanah tersebut menyatakan dia lebih berhak atas tanah yang 
telah dikelolah dan dipergunakan selama bertahun-tahun karena 
menganggap tanah tersebut telah ditelantarkan oleh pemiliknya. 
Seringnya tanah atau lahan di Kabupaten Lembata ditelantarkan karena 
sang pemilik tanah pergi ke luar negri untuk bekerja sebagai TKI (tenaga 
kerja Indonesia) dan biasanya setelah bertahun-tahun bahkan berpuluh-
puluh tahun kemudian baru pemilik tersebut kembali ke kampungnya. 
Dari sinilah perlunya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 
tanah terhadap pemberlakuan asas rechtsverwerking (pelepasan hak) di 
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kabupaten lembata NTT. Pendaftaran tanah perlu disertai pula dengan 
pelaksanaan administrasi yang baik, yaitu meliputi pencatatan secara 
sistematis dan berkesinambungan baik mengenai subjek maupun objek 
dari hak atas tanahnya tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk 
memberikan informasi dari keadaan yang sebenarnya, karena semua itu 
berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan catur tertib 
pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, pemeliharaan 
data pertanahan dan lingkungan hidup. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menyatakan bagaimana 
pentingnya peranan asas rechtscadaster dalam pendaftaran tanah, maka 
penulis tertarik memilih penelitian dengan judul :“PERLINDUNGAN 
HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP 
PEMBERLAKUAN ASAS RECHTSVERWERKING (PELEPASAN HAK) 
DI KABUPATEN LEMBATA NTT”. 
Permasalahan-permasalahan diatas, akan penulis uraikan pada 
bab selanjutnya yang tentunya akan didukung oleh data-data yang 
diperoleh melalui penelitian. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan atau implementasi asas 
rechtsverwerking (pelepasan hak) di Kabupaten Lembata NTT? 
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang 
hak atas tanah atas keberlakuan asas rechtsverwerking 
(pelepasan hak) di Kabupaten Lembata NTT? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan atau implementasi asas 
rechtsverwerking (pelepasan hak) di Kabupaten Lembata NTT. 
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap 
pemegang hak atas tanah atas keberlakuan asas 
rechtsverwerking (pelepasan hak) di Kabupaten Lembata NTT. 
 
D. Manfaat penelitian 
1. Diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata, 
khususnya di bidang Hukum Agraria yang berkaitan dengan 
recthsverwerking (pelepasan hak) di suatu daerah. 
2. Memberikan uraian mengenai bagaimana tindak lanjut 
seseorang sebagai pemegang hak atas tanah terhadap 
berlakunya asas recthsverwerking (pelepasan hak) saat ini. 
3. Sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang 
berhubungan dengan Pelepasan Hak di suatu daerah.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian tanah dan hak atas tanah 
Pengertian tanah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
diterbitkan oleh Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah 7  adalah lapisan 
permukaan bumi yang diatas sekali. Lanjut pengertian tanah 8 menurut  
kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali 
2. Keadaan bumi di suatu tempat 
3. Permukaan bumi yang diberi batas 
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, 
cadas, napal dan sebagainya). 
Dalam istilah teknik, pengertian tanah 9 adalah butiran kerikil kasar, 
pasir, tanah lempung, tanah liat dan semua bahan lepas lainnya termasuk 
lapisan tanah keras. Tanah adalah hasil pengalihragaman (transformation) 
bahan mineral dan organik yang berlangsung dimuka daratan bumi 
dibawah pengaruh faktor-faktor lingkungan yang bekerja selama waktu 
yang sangat panjang, dan mewujud sebagai suatu tubuh dengan 
organisasi dan morfologi tertakrifkan (definable). Tanah adalah salah satu 
                                                             
7 http://kbbi.web.id/index.php?w=juang%3Csup%3E1%3C%2Fsup%3E, dikutip pada 20 
September 2013, pukul 14.53 
8 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : ”Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 18 
9 http//www.wordpress.com.sifat-kimia-tanah, dikutip pada 21 September 2013, pukul 
20.15 
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sistem bumi, yang bersama dengan sistem bumi yang lain, yaitu air alami 
dan atmosfer, menjadi inti fungsi, perubahan, dan kemantapan ekosistem. 
Tanah berkedudukan khas dalam masalah lingkungan hidup, merupakan 
kimia lingkungan dan membentuk landasan hakiki bagi kemanusiaan. 
Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti 
yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh 
Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa: 
atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak 
atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. 
 
Hukum tanah di Indonesia mengalami perombakan pada saat 
diberlakukannya UUPA pada tanggal 24 September 1960, sehingga dapat 
dikatakan bahwa pada tanggal tersebut muncul pembaharuan Hukum 
Tanah yang berlaku di Indonesia.10 
Hukum agraria sebelumnya dikenal dengan istilah landreform 
(reformasi pertanahan). Istilah landreform ini dikenal dan dilaksanakan di 
Indonesia hanya dalam pengertian sempitnya saja, yaitu pembagian 
(redistribusi) tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224/1961 
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 
sebagai pelaksanaan dari UU No.56 PRP/1960 tentang Penetapan Luas 
Tanah Pertanian. Pada pengertian luas hukum agraria biasa disebut 
dengan agrarian-reform (reformasi agraria). 11 Latar belakang reformasi 
                                                             
10Aminuddin Salle, dkk. Hukum Agraria, AS Publishing, Makassar, 2010, hal.13 
11Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Kreasi Total 
Media, Yogyakarta, 2007, hal 25 
9 
hukum agraria yaitu menumpuknya penguasaan hak atas tanah pada 
golongan penguasa yang pada waktu itu adalah raja, bangsawan, gereja 
dan tuan tanah sehingga tidak ada keseimbangan kepemilikan tanah. 
Untuk memperbaikinya dilakukanlah program reformasi agraria 
(landreform), yaitu dengan mengambil tanah-tanah yang berlebihan dan 
mendistribusikannya kepada mereka yang tidak atau kurang memiliki 
tanah, dengan harapan terjadi keseimbangan kepemilikan. 
Hukum tanah yang berlaku di Indonesia sebelum UUPA adalah 
Hukum Tanah Lama yang bersifat pluralistis karena terdiri dari Hukum 
Tanah Adat, Hukum Tanah Barat, Hukum Tanah Antar Golongan, Hukum 
Tanah Swapraja dan Hukum Tanah Administrasi. Yang merupakan 
ketentuan pokok dari berbagai macam Hukum Tanah tersebut adalah 
Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat, yang lainnya hanya 
merupakan pelengkap. Maka konsekuensinya ada dua macam tanah-
tanah hak di Indonesia, yaitu: 
1. Tanah Hak Indonesia, yang diatur menurut Hukum Tanah Adat 
dalam arti luas, dimana kaidah-kaidahnya sebagian besar tidak 
tertulis, yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan 
pemerintah swapraja, yang semula berlaku bagi orang-orang 
Indonesia. 
2. Tanah Hak Barat konsepsinya adalah tanah milik masyarakat, 
maka norma atau kaedah pengatur hak barat ini bersifat 
individualistis. 
10 
Hukum Tanah yang baru atau Hukum Tanah Nasional mulai 
berlaku sejak 24 September 1960, yaitu sejak diundangkannya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakhiri berlakunya peraturan-
peraturan hukum tanah kolonial dan sekaligus mengakhiri dualisme atau 
pluralisme hukum tanah di Indonesia serta menciptakan dasar-dasar bagi 
pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal, berdasarkan Hukum 
Adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, menyatakan adanya macam-macam 
hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat, baik secara individu 
maupun secara bersama-sama yang didasarkan pada hak menguasai 
Negara. 
Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu12: 
1. Hak atas tanah yang bersifat primer 
Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara. Macam-
macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara, Hak Pakai Atas 
Tanah Negara. 
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder 
Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-
macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan Atas 
                                                             
12 Urip Santoso, Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 2008, hlm.89. 
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Tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak 
Milik, Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai Atas 
Tanah Hak Milik, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai 
Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) Hak 
Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
Masing-masing dari hak tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 
1. Hak-Hak Atas Tanah 13 
Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak atas tanah sebagai lembaga: 
a. Pasal-Pasal UUPA yang menyebutkan adanya dan 
macamnya hak-hak atas tanah adalah Pasal 4 ayat 1 dan 2, 
16 ayat 1 dan 53. 
(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai 
dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang-orang lain serta badan-badan hukum. 
(2) Hak-hak atas tanah dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini 
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta 
ruang yang ada di atasnya  sekadar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 
undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang 
lebih tinggi. 
 
b. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 di atas 
ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1, yang bunyinya sebagai 
berikut: 
(1) Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 
ayat 1 ialah: 
                                                             
13 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,Djambatan, Jakarta, 2008, hlm.283. 
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(a) Hak milik 
(b) Hak guna-usaha 
(c) Hak guna-bangunan 
(d) Hak pakai 
(e) Hak sewa 
(f) Hak membuka tanah 
(g) Hak memungut hasil hutan 
(h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak 
tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan 
undang-undang serta hak-hak yang sifatnya 
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 
 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa: Hak-hak atas 
tanah ialah: 
a. Hak Milik14 
Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik adalah hak turun-
temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah 
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6, yaitu semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial. Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan 
kepada pihak lain. 
Yang menjadi subjek hak milik adalah yang terdapat dalam Pasal 
21 UUPA, antara lain: 
1) Warga Negara Indonesia 
2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya 
3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini 
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga 
Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 
                                                             
14 Urips Santoso, Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 2008, hlm.159 
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berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya 
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun 
sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 
lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus 
karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan 
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain uang membebaninya tetap 
berlangsung. 
4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya 
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat 
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku 
ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini. 
Terjadinya hak milik diatur melalui beberapa cara antar lain: 
1) Melalui hukum adat yang diatur dalam peraturan pemerintah; 
2) Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 
3) Ketentuan undang-undang. 
Hapusnya hak milik lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 27 UUPA 
antara lain: 
1) Tanahnya jatuh kepada Negara yang disebabkan pencabutan 
hak untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa 
dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Penyebab 
yang kedua adalah penyerahan dengan sukarela oleh 
pemiliknya, sedangkan yang ketiga karena tanah diterlantarkan. 
14 
Penyebab yang terakhir adalah karena ketentuan Pasal 21 ayat 
(3) dan Pasal 26 ayat (2); 
2) Tanahnya musnah. 
b. Hak Guna Usaha 15 
Dalam Pasal 28 UUPA hak guna usaha didefinisikan sebagai hak 
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam 
jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, yang digunakan 
untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Hak yang diberikan 
atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa 
jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang 
layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan 
zaman. Mengenai peralihannya, hak ini dapat beralih dan dapat dialihkan. 
Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan 
Hak Pakai atas tanah menerangkan mengenai subjek HGU adalah warga 
Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 40 Tahun 1996 
mengenai tanah yang dapat diberikan HGU, yaitu: 
1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah 
tanah Negara. 
2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha 
itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka 
                                                             
15 Ibid., hlm. 161. 
15 
pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah 
yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya dari kawasan 
hutan. 
3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai 
dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, 
pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat 
dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut 
sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna 
Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain 
yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik 
bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang 
dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru. 
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan 
keputusan Presiden. 
Aturan lebih lanjut mengenai terjadinya, jangka waktunya sampai 
hapusnya Hak Guna Usaha dapat dilihat di PP Nomor 40 Tahun 1996 
Pasal 5 sampai Pasal 18. 
c. Hak Guna Bangunan 16 
Definisi Hak Guna Bangunan (HGB) dalam UUPA Pasal 35 adalah 
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah 
                                                             
16 Ibid., hlm. 163. 
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yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 
Subjek Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 UUPA jo. Pasal 19 PP 
Nomor 40 Tahun 1996 adalah: 
1) Warga Negara Indonesia 
2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia) 
Aturan lebih lanjut mengenai jangka waktu, peralihan sampai pada 
hapusnya hak ini diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 19 sampai 
Pasal 38. 
d. Hak Pakai 17 
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik 
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 
dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa 
dan ketentuan-ketentuan UUPA (diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 43 
UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 39 sampai Pasal 58). 
e. Hak Sewa untuk bangunan 18 
Pasal 44 diterangkan bahwa hak sewa untuk bangunan adalah 
kondisi dimana seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa 
atas tanah yang apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain 
untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya 
                                                             
17 Ibid., hlm. 165. 
18 Ibid., hlm. 166. 
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sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran sewa tersebut dapat melalui 
satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu maupun sebelum atau sesudah 
tanahnya dipergunakan. Subjek hukum dari hak ini diatur dalam Pasal 45 
UUPA. 
f. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan 19 
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat 
dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah (Pasal 46 UUPA). 
g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di 
atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-
hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam 
Pasal 53 
Walaupun semua hak atas tanah yang disebut diatas memberikan 
kewenangan untuk mempergunakan tanah yang hak, tetapi sifat-sifat 
khusus haknya, tujuan penggunaan tanah dan batas waktu penguasaanya 
merupakan dasar perbedaan antara hak atas tanah yang satu dengan 
yang lain. Selain itu pemegang hak atas tanah juga dibebani beberapa 
kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Beberapa 
kewajiban yang harus dipenuhi pemegang hak atas tanah adalah: 
a. Tanah mempunyai fungsi sosial Terdapat pada UUPA Pasal 6 
yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial artinya, yaitu apapun jenis dari hak atas tanah 
yang dikuasai, seseorang tidak diperbolehkan mempergunakan 
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atau tidak mempergunakan tanah semata-mata hanya untuk 
kepentingan pribadi, apalagi bila hal tersebut menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat lain. 
b. Kewajiban memelihara tanah yang dihaki Memelihara tanah, 
termasuk mengusahakan tingkat kesuburan tanah serta 
mencegah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada 
tanah. 
c. Karena kewajiban untuk mengelola tanah secara aktif Setiap 
orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah 
pertanian pada dasarnya diwajibkan atau mengusahakannya 
sendiri secara aktif. 
d. Kewajiban untuk membayar pajak Para pemilik tanah yang 
mengusahakan tanah diwajibkan membayar Pajak Bumi 
Bangunan (PBB) sesuai dengan peraturan Undang-undang 
perpajakan yang berlaku. 
e. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah. Untuk 
memperoleh kepastian hukum dan memperoleh alat bukti yang 
kuat dalam bentuk sertifikat hak atas tanah harus melakukan 
pendaftaran tanah dikantor pertanahan setempat. Hak atas 
tanah yang wajib didaftarkan adalah Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa. Diluar 
UUPA, Hak Tanggungan Yang diatur dengan Undang-Undang 
Nomor 4 tahun 1996 wajib juga untuk didaftarkan. Dalam 
Pendaftaran Hak Pakai Atas Tanah Negara, yang dimaksud 
19 
dengan Hak Atas Tanah ini adalah hak atas tanah dengan 
status Hak Pakai. 
  
B. Pendaftaran Tanah 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda Kadaster) 
suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada 
luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal 
dari bahasa latin Capitastrum yang berarti suatu register atau capita atau 
unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam 
artian yang tegas Cadastre adalah record (rekaman dari lahan-lahan, nilai 
dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan).20 
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PP 24/1997, dijelaskan 
mengenai pengertian pendaftaran tanah, yaitu: Rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian 
serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan 
daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah 
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-
hak tertentu yang membebaninya. 
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Data Fisik menurut Pasal 1 angka 6 PP 24/1997 adalah keterangan 
mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang 
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian 
bangunan di atasnya. Sedangkan Data Yuridis menurut Pasal 1 angka 7 
PP 24/1997 adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan 
satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain 
serta beban-beban lain yang membebaninya. 
Pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono adalah: “Suatu 
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus 
menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu 
mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, 
pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, 
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 
pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.21 
Berdasarkan pengertian di atas pendaftaran tanah merupakan 
tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan 
rakyat dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. 
Sedangkan penyelenggaraan pendaftaran tanah meliputi 22 : 
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan yang menghasilkan 
peta-peta pendaftaran dan surat ukur, dari peta dan pendaftaran 
surat ukur dapat diperoleh kepastian luas dan batas tanah yang 
bersangkutan; 
                                                             
21 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
PokokAgraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta 2003, Hal. 72 
22 Ibid., hlm.74 
21 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
termasuk dalam hal ini pendaftaran atau pencatatan dari hak-
hak lain (baik hak atas tanah maupun jaminan) serta beban-
beban lainnya yang membebani hak-hak atas tanah yang 
didaftarkan itu; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang menurut Pasal 19 
ayat (2) huruf (c) UUPA berlaku sebagai alat bukti yang kuat. 
Dengan adanya pendaftaran tanah seseorang dapat secara mudah 
memperoleh keterangan-keterangan berkenaan dengan sebidang tanah 
seperti hak yang dimiliki, luas tanah, letak tanah, apakah telah dibebani 
dengan hak tanggungan atau tidak. Dengan demikian penyelenggaraan 
pendaftaran tanah atau pendaftaran hak atas tanah yang dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 telah 
menggunakan asas publisitas dan asas spesialitas. Asas publisitas 
tercermin dengan adanya pendaftaran tanah yang menyebutkan subyek 
haknya, jenis haknya, peralihan dan pembebanannya. Sedangkan asas 
spesialitas tercermin dengan adanya data-data fisik tentang hak atas 
tanah tersebut seperti luas tanah, letak tanah, dan batas-batas tanah. 
Asas publisitas dan asas spesialitas ini dimuat dalam suatu daftar guna 
dapat diketahui secara mudah oleh siapa saja yang ingin mengetahuinya, 
sehingga siapa saja yang ingin mengetahui data-data atas tanah itu tidak 
perlu lagi mengadakan penyelidikan langsung ke lokasi tanah yang 
bersangkutan karena segala data-data tersebut dengan mudah dapat 
diperoleh di Kantor Pertanahan. Oleh karenanya setiap peralihan hak atas 
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tanah tersebut dapat berjalan lancar dan tertib serta tidak memakan waktu 
yang lama. 
Pengertian pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 PP 
Nomor 24 Tahun 1997, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.23 
Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 
bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, 
aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Penjelasan mengenai asas-asas 
tersebut adalah sebagai berikut 24: 
a. Asas sederhana 
Dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun 
prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 
b. Asas aman 
Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 
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memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu 
sendiri. 
c. Asas terjangkau 
Dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, 
khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan 
ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka 
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para 
pihak yang memerlukan. 
d. Asas mutakhir 
Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya 
dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia 
harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti 
kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi 
dikemudian hari. 
e. Asas terbuka 
Dimaksudkan data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu 
sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat 
memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. 
 
2. Obyek Pendaftaran Tanah 
Obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 
1997 meliputi 25 : 
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a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna 
usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; 
b. tanah hak pengelolaan; 
c. tanah wakaf; 
d. hak milik atas satuan rumah susun; 
e. hak tanggungan; 
f. tanah negara. 
Berbeda dengan obyek-obyek pendaftaran tanah yang lain, tanah 
negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah 
yang bersangkutan dalam daftar tanah. Untuk tanah negara tidak 
disediakan buku tanah dan karenanya juga tidak diterbitkan sertifikat. 
Sedangkan obyek pendaftaran tanah yang lain didaftar dengan 
membukukannya dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta 
menerbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya. 
 
3. Tujuan dan Fungsi Pendaftaran Tanah 
Dalam PP Nomor 10 Tahun 1961, tujuan pendaftaran tanah tidak 
dinyatakan dengan tegas. Pendaftaran tanah yang dinyatakan dalam 
Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 bertujuan untuk 26 : 
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 
susun, dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah 
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan; 
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b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 
c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
Adapun fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat 
pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah. 
Akan tetapi untuk perbuatan hukum tertentu, pendaftaran tanah 
mempunyai fungsi lain, yaitu untuk memenuhi sahnya perbuatan hukum 
itu. Artinya tanpa dilakukan pendaftaran, perbuatan hukum itu tidak terjadi 
dengan sah menurut hukum. Ini misalnya berlaku bagi pendaftaran 
hipotik/hak tanggungan. Sebelum didaftar di Kantor Pertanahan, 
hipotik/hak tanggungan itu belum mengikat secara hukum. Pendaftaran 
jual beli atau hibah atau tukar menukar bukan berfungsi untuk sahnya 
perbuatan itu, tetapi sekedar memperoleh alat bukti mengenai sahnya 
perbuatan itu. Alat bukti itu adalah sertifikat yang didalamnya disebut 
adanya perbuatan hukum itu dan bahwa pemiliknya sekarang adalah 
pembeli atau yang menerima hibah atau yang memperoleh penukaran. 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pendaftaran 
tanah atau pendaftaran hak atas tanah akan membawa akibat 
diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sertifikat 
tanah kepada pihak yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipegangnya itu. 
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Disinilah letak hubungan antara maksud dan tujuan pendaftaran tanah 
dengan maksud dan tujuan pembuat UUPA yaitu menuju cita-cita adanya 
kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang umumnya 
dipegang oleh sebagian besar rakyat Indonesia. 
 
4. Sistem Pendaftaran Tanah 
Sistem pendaftaran tanah yang dipakai di suatu negara tergantung 
pada asas hukum pendaftaran tanah dan sistem publikasi yang digunakan 
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negara yang 
bersangkutan. 
Terdapat dua macam sistem pendaftaran tanah yaitu 27 : 
a. Sistem pendaftaran akta (registration of deeds); 
b. Sistem pendaftaran hak (registration of title). 
Persamaan dari kedua sistem pendaftaran tersebut adalah baik 
dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, setiap 
pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan dan 
pembebanannya dengan hak lain harus dibuktikan dengan suatu akta. 
Dalam akta tersebut dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan antara 
lain perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya, dan hak apa yang 
dibebankan. Dalam kedua sistem pendaftaran tersebut akta merupakan 
sumber data yuridis. 
Perbedaannya adalah: 
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a. Pada sistem pendaftaran akta, pendaftaran berarti 
mendaftarkan peristiwa hukumnya yaitu peralihan haknya 
dengan cara mendaftarkan akta. Akta itulah yang didaftar oleh 
pejabat pendaftaran tanah yang bersifat pasif. Ia tidak 
melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta 
yang didaftar. 
b. Pada sistem pendaftaran hak, pemegang hak yang terdaftar 
adalah pemegang hak yang sah menurut hukum sehingga 
pendaftaran berarti mendaftarkan status seseorang sebagai 
pemegang hak atas tanah. Setiap penciptaan hak baru dan 
perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan 
kemudian juga harus dibuktikan dengan suatu akta, tetapi dalam 
penyelenggaraan pendaftarannya bukan akta yang didaftar 
melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-
perubahannya kemudian. Akta hanya merupakan sumber 
datanya. Dalam sistem pendaftaran hak, pejabat pendaftaran 
tanah bersifat aktif. Sebelum dilakukan pendaftaran hak oleh 
pejabat pendaftaran tanah dilakukan pengujian kebenaran data 
yang dimuat dalam akta yang bersangkutan. 
 
5. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem 
pendaftaran tanah berkaitan dengan kegiatan publikasi berupa penyajian 
data yang dihimpun secara terbuka bagi umum di Kantor Pertanahan 
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berupa daftar-daftar dan peta, sebagai informasi bagi umum yang akan 
melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang terdaftar. Sejauh 
mana orang boleh mempercayai kebenaran data yang disajikan dan 
sejauh mana hukum melindungi kepentingan orang yang melakukan 
perbuatan hukum mengenai tanah yang haknya sudah didaftar tergantung 
pada sistem publikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan 
pendaftaran tanah oleh negara yang bersangkutan. Secara umum dikenal 
dua sistem publikasi, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi 
negatif. 28 
a. Sistem Publikasi Positif 
Dalam sistem publikasi positif, orang yang mendaftar sebagai 
pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya. 
Negara sebagai pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang sudah 
dilakukan adalah benar. Konsekuensi penggunaan sistem ini adalah 
bahwa dalam proses pendaftarannya harus benar-benar diteliti bahwa 
orang yang mengajukan pendaftarannya memang berhak atas tanah yang 
didaftarkan tersebut, dalam arti ia memperoleh tanah ini dengan sah dari 
pihak yang benar-benar berwenang memindahkan hak atas tanah 
tersebut dan batas-batas tanah tersebut adalah benar adanya. Negara 
menjamin kebenaran data yang disajikan. Sistem ini mengandung 
ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan ungkapan “title by 
registration” (dengan pendaftaran diciptakan hak), pendaftaran 
menciptakan suatu “indefeasible title” (hak yang tidak dapat diganggu 
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gugat), dan “the register is everything” (untuk memastikan adanya suatu 
hak dan pemegang haknya cukup dilihat buku tanahnya). Sekali didaftar 
pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang 
sebenarnya kehilangan haknya untuk mendapatkan kembali tanah yang 
bersangkutan. Jika pemegang hak atas tanah kehilangan haknya, maka ia 
dapat menuntut kembali haknya. Jika pendaftaran terjadi karena 
kesalahan pejabat pendaftaran, ia hanya dapat menuntut pemberian ganti 
kerugian (compensation) berupa uang. Untuk itu negara menyediakan apa 
yang disebut suatu “assurance fund”. 29 
Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran 
hak, sehingga mutlak adanya register atau buku tanah sebagai bentuk 
penyimpanan dan penyajian data yuridis dan sertifikat hak sebagai surat 
tanda bukti hak. Dalam sistem pendaftaran hak, pejabat pendaftaran 
tanah mengadakan pengujian kebenaran data sebelum membuat buku 
tanah serta melakukan pengukuran dan pembuatan peta. Sistem publikasi 
positif ini akan menghasilkan suatu produk hukum yang dijamin 
kebenarannya oleh pemerintah dan oleh karena itu tidak bisa diganggu 
gugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa segi negatif dalam sistem 
publikasi positif adalah tertutup kemungkinan bagi pihak-pihak yang 
merasa sebagai pemegang hak yang sebenarnya untuk melakukan 
gugatan atau tuntutan terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam 
sertifikat tersebut karena negara menjamin kebenaran data yang 
disajikan. 
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Secara umum, stelsel positif dapat dilihat pada hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Pejabat Pembuat Akta Tanah diberikan tugas untuk meneliti 
secara materiil dokumen-dokumen yang diserahkan dan berhak 
untuk menolak pembuatan akta. 
2) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya berhak menolak 
melakukan pendaftaran jika pemilik tidak mempunyai wewenang 
mengalihkan haknya. 
Campur tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor 
Pertanahan terhadap peralihan-peralihan hak atas tanah memberikan 
jaminan bahwa nama orang yang terdaftar benar-benar yang berhak 
tanpa menutup kesempatan kepada yang berhak sebenarnya untuk masih 
dapat mempersoalkannya. 
b. Sistem Publikasi Negatif 
Dalam sistem publikasi negatif, negara hanya bersifat pasif 
menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran. 
Oleh karena itu, sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang yang merasa 
lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orang 
yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itu 
dengan itikad baik. Hal ini berarti, dalam sistem publikasi negatif 
keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan 
hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan 
sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. 
Dengan demikian, pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif 
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tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai 
pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catatan yang 
disajikan. 30 
Secara umum, pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif 
mempunyai karakteristik yakni: 
1) Pemindahan sesuatu hak mempunyai kekuatan hukum, akta 
pemindahan hak harus dibukukan dalam daftar-daftar umum; 
2) Hal-hal yang tidak diumumkan tidak diakui; 
3) Dengan publikasi tidak berarti bahwa hak itu sudah beralih, dan 
yang mendapatkan hak sesuai akta belum berarti telah menjadi 
pemilik yang sebenarnya; 
4) Tidak seorangpun dapat mengalihkan sesuatu hak lebih dari 
yang dimiliki, sehingga seseorang yang bukan pemilik tidak 
dapat menjadikan orang lain karena perbuatannya menjadi 
pemilik; 
5) Pemegang hak tidak kehilangan hak tanpa perbuatannya 
sendiri; 
6) Pendaftaran hak atas tanah tidak merupakan jaminan pada 
nama yang terdaftar dalam buku tanah. Dengan kata lain buku 
tanah bisa saja berubah sepanjang dapat membuktikan bahwa 
dialah pemilik tanah yang sesungguhnya melalui putusan 
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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Pendaftaran tanah sistem publikasi negatif tidak membuat orang 
yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak menjadi pemegang 
hak yang baru. Dalam sistem ini berlaku asas yang dikenal sebagai nemo 
plus juris bahwa orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak 
melebihi apa yang dimilikinya. Data yang disajikan dalam pendaftaran 
dengan sistem publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya 
kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. 
Walaupun sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih 
menghadapi kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan 
bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya. Subyek hak yang merasa 
mempunyai hak atas tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan 
cara melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya terdaftar 
dalam buku tanah. 
c. SistemPublikasi Negatif Bertendensi Positif 
Bagi pejabat pendaftaran tanah tidak ada keharusan untuk 
memeriksa atas nama siapa pendaftaran haknya. Pejabat pendaftaran 
tanah mendaftarkan hak-hak dalam daftar-daftar umum atas nama 
pemohonnya tanpa mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap 
pemohonnya, sehingga pekerjaan pendaftaran peralihan hak dalam 
sistem negatif dapat dilakukan secara cepat dan lancar, sebagai akibat 
tidak diadakannya pemeriksaan oleh pejabat pendaftaran tanah. 
Sedangkan kelemahannya adalah tidak terjaminnya kebenaran dari isi 
daftar-daftar umum yang disediakan dalam rangka pendaftaran tanah. 
Orang yang akan membeli sesuatu hak atas tanah dari orang yang 
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terdaftar dalam daftar-daftar umum sebagai pemegang hak harus 
menanggung sendiri resikonya jika yang terdaftar itu ternyata bukan 
pemegang hak yang sebenarnya. Pihak yang namanya tercantum sebagai 
pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi 
kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. 
Dengan demikian sistem publikasi negatif mengandung kelemahan dalam 
rangka mewujudkan kepastian hukum. 31 
Jadi ciri pokok sistem publikasi negatif adalah bahwa pendaftaran 
tidak menjamin bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat 
dibantah walaupun ia beritikad baik. Haknya tidak dapat dibantah jika 
nama yang terdaftar adalah pemilik yang berhak (de eigenlijke eigenaar). 
Hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh hak dan pembeli hak-hak 
sebelumnya, perolehan hak tersebut merupakan satu mata rantai. 
Stelsel negatif memang telah memunculkan dampak terhadap 
kepastian hukum itu sendiri. Pemegang hak atas tanah yang dapat 
membuktikan bukti-bukti yang sah akan dilindungi oleh hukum yang 
berlaku. Jangkauan kekuatan pembuktian setipikat, yang dinyatakan 
sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA diberikan dengan syarat 
selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang 
dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik 
dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di 
pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum 
dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, dan orang tidak 
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dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau 
badan hukum lain, jika selama lima tahun sejak dikeluarkan sertifikat itu 
orang yang merasa memiliki tanah tidak mengajukan gugatan pada 
pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum 
lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya 
atau oleh orang lain atau oleh badan hukum yang mendapat 
persetujuannya. 
Asas itikad baik memberikan perlindungan kepada orang yang 
dengan itikad baik memperoleh suatu hak dari orang yang disangka 
sebagai pemegang hak yang sah. Namun asas itikad baik ini, menurut 
Hoge Raad, merupakan doktrin yang merujuk kepada kerasionalan dan 
kepatutan (redelijkheid en billijkheid), sehingga pembuktian itikad baik 
atas pemilikan hak atas tanah lebih banyak melalui pengadilan. Asas 
itikad baik dipakai untuk memberi kekuatan pembuktian bagi peta daftar 
umum yang ada di Kantor Pertanahan. 
Dalam asas hukum nemo plus yuris, seseorang tidak dapat 
melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya, dan 
akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (van rechtswege 
nietig), yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah 
ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan 
hukum tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat 
meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum 
tersebut. Asas nemo plus yuris memberikan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang 
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mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya. Karena itu asas nemo 
plus yuris selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik 
yang namanya tercantum dalam sertifikat dari orang yang merasa sebagai 
pemiliknya. Berdasarkan asas nemo plus yuris, maka penguasaan 
sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal. 
Dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut 
kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari 
siapapun dimana hak itu berada. Hal ini sangat penting untuk memberi 
perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. 
Umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran tanah yang negatif. 
Sekalipun suatu negara menganut salah satu asas hukum atau 
sistem pendaftaran tanah, tetapi tidak ada yang secara murni berpegang 
pada salah satu asas hukum atau sistem pendaftaran tanah karena asas 
hukum atau sistem pendaftaran tanah tersebut mempunyai kekurangan 
dan kelebihan masing-masing, sehingga setiap negara mencari jalan 
keluar sendiri-sendiri. Dalam praktik, kedua sistem ini tidak pernah 
digunakan secara murni. Sistem publikasi positif memberi beban terlalu 
berat kepada negara sebagai pendaftar. Apabila ada kesalahan dalam 
pendaftaran, negara harus menanggung akibat dari kesalahan itu. Dalam 
hukum pendaftaran tanah hak barat, dahulu ada dikenal sebagai lembaga 
acquisitive verjaring yang dapat mengakhiri kelemahan sistem publikasi 
negatif. Akan tetapi lembaga ini sudah tidak ada lagi seiring dengan tidak 
adanya lagi tanah-tanah hak barat dan dengan dicabutnya Pasal yang 
mengaturnya oleh UUPA. Lembaga yang dapat menggantinya adalah 
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lembaga yang dikenal dengan sebutan rechtsverwerking yang dituangkan 
dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 untuk memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum kepada para pemegang sertifikat. 32 
 
C. Tinjauan Umum Lembaga Rechtsverwerking 
Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu 
membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan 
orang lain yang memperolehnya dengan itikat baik, maka hilanglah 
haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Hal inilah yang dalam 
hukum adat disebut sebagai lembaga rechtsverwerking. 33  Lembaga 
Rechtsverwerking dapat diartikan sebagai akibat yang timbul dari suatu 
pelepasan hak atau akibat yang timbul karena tidak melakukan suatu 
perbuatan hukum yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan 
seseorang oleh hukum, sehingga sesuatu hak menjadi 
hilang. 34 Rechtsverwerking terutama didasarkan pada sikap seseorang 
dimana dapat disimpulkan, bahwa ia tidak hendak mempergunakan lagi 
sesuatu hak, dia (yang semula berhak) dianggap telah melepaskan 
haknya atas suatu bidang tanah yang bersangkutan, sebaliknya orang 
yang menguasainya secara terus menerus memperoleh hak. Lain dari 
daluwarsa (verjaring) yang semata-mata didasarkan pada waktu saja. 
1. Perbedaan Rechtsverwerking dengan Daluwarsa (Verjaring) 
Daluwarsa (lewat waktu) berkaitan dengan adanya jangka waktu 
tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan suatu hak 
                                                             
32 Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 
33 Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
34 Algra, N.E. et al. KamusIstilahHukumFockema Andrea BelandaIndonesia, Binacipta, 
Jakarta, 1983. 
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milik (acquisitive verjaring) atau juga karena lewat waktu menyebabkan 
seseorang dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum 
(inquisitive verjaring). Sementara rechtsverwerking (pelepasan hak), yaitu 
hilangnya hak bukan karena lewatnya waktu tetapi karena sikap atau 
tindakan seseorang yang menunjukan bahwa ia sudah tidak akan 
mempergunakan suatu hak. 
Sementara di sisi lain Kepala BPN  (Lutfi Nasution), 35  menyatakan 
bahwa lembaga rechtsverwerking merupakan lembaga rekognisi 
(pengakuan) hak akibat pengaruh lampaunya waktu yang tidak berdiri 
sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan konsep dengan lembaga 
“adverse possession” atau “verjaring” dan lembaga “title insurance”. 
Bahkan secara subtansi lembaga rechtsverwerking adalah sama dengan 
lembaga adverse possession atau lembaga perolehan hak karena 
daluwarsa meskipun dalam konotasi dengan itikad baik. Perbedaannya 
hanya terletak pada penggunaan lembaga tersebut. Lembaga 
rechtsverwerking, yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan orang 
menjadi kehilangan hak atas tanah yang semula miliknya, untuk 
mempertahankan kepemilikan tanah yang telah terdaftar dalam daftar 
umum, sedangkan adverse possessionatau verjaring adalah lampaunya 
waktu yang menyebabkan orang menjadi mempunyai hak atas tanah yang 
semula dimiliki oleh orang lain, dengan tujuan untuk  memperoleh 
pendaftarannya dalam daftar umum. 
 
 
 
                                                             
35 I Lutfi Nasution, SambutanKa.BPN pada Seminar Tentang Efektivitas Lembaga 
“Rechtsverwerking” Dalam Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Pendaftaran 
Tanah Negatif,  Pusat Studi Hukum Agraria Universitas Trisakti, 2002. 
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2. Syarat Penerapan Lembaga Rechtsverwerking 
Adapun syarat penerapan lembaga rechtsverwerking adalah : 
a. Menduduki tanah yang semula hak orang lain dengan itikad 
baik 
Dalam ketentuan Pasal 32 ayat  2 PP Nomor 24 Tahun 1997 ada 
penegasan bahwa itikad baik itu merupakan prasyarat  untuk 
dapat  diberlakukannya lembaga rechtsverwerking. Dalam penjelasan 
ketentuan Pasal tersebut, tidak ditemukan jabaran lebih lanjut bagaimana 
sebenarnya makna, pengertian atau definisi itikad baik. Asas itikad baik 
adalah orang yang memperoleh suatu hak dengan itikad baik, akan tetap 
menjadi pemegang hak yang sah menurut hukum. Asas ini bertujuan 
untuk melindungi orang yang beritikad baik.  
Pertanyaan yang sering kali muncul, bagaimana cara mengetahui 
seseorang mempunyai itikad baik? Oleh karena itu,  diharapkan seorang 
hakim yang mempunyai kompetensi untuk menguji terpenuhi tidaknya 
syarat ‘itikad baik’ dalam proses perolehan hak atau kewenangan 
seseorang terkait dengan tanah, apabila hakim yang bersangkutan 
mampu dengan baik menterjemahkan dari rasa keadilan  yang tumbuh 
dan berkembang di dalam masyarakat. 
b. Berlangsung selama sekian waktu 
Lamanya waktu tersebut tidak ditentukan batasnya, tidak seperti 
daluwarsa (virjaring) dalam hukum perdata yang ditentukan selama 30 
tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdata, namun 
lamanya waktu tersebut ditentukan secara kasuistik melihat beberapa sifat 
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dan keadaan pendudukan dan tanah yang bersangkutan serta hukum 
adat(kebiasaan) setempat. Dalam berbagai yurisprudensi ditentukan 
lamanya waktu dalam lembaga rechtsverwerking yakni 15 tahun, 18 
tahun, 20 tahun, yang terlama adalah 30 tahun. 
c. Secara terus menerus dan tidak terputus 
Kedudukan berkuasa seseorang atas suatu bidang tanah tidak 
dalam sekian waktu yang lama berlangsung secara terus menerus dan 
tidak pernah terputus dan dalam kedudukan berkuasa orang tersebut tidak 
ada teguran, komplain, permintaan keluar, pengosongan lokasi atau 
menyerahkan tanah tersebut dalam bentuk apapun dari pihak yang 
semula berhak. 
 
D. Lembaga Rechtsverwerking dalam Hukum Positif 
Secara normatif,  hak-hak dan kewajiban yang melekat pada 
sesuatu hak atas tanah telah banyak dilakukan regulasi baik berdasarkan 
Hukum Islam, Hukum Adat, bahkan dalam hukum positif. Sebagai ilustrasi 
dapat kami utarakan salah satu regulasi yang sejalan dengan lembaga 
rechtsverwerking dalam hukum positif yakni dalam Pasal 32 ayat PP 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:  
“Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan 
sertifikat  secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 
mempunyai tanah tersebut dengan itikad baikdan secara nyata 
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas 
tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebutapabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya 
sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis 
kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan 
mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” 
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Pembatasan 5 (lima) tahun saja hak untuk menggugat tanah yang 
telah bersertifikat harus disambut dengan sangat gembira karena akan 
memberikan kepastian hukum dan ketentraman pada orang yang telah 
memperoleh sertifikat tanah dengan itikad baik. Pengalaman 
menunjukkan bahwa sering terjadi sertifikat hak atas tanah yang telah 
berumur lebih dari 20 tahun pun (karena sertifikat tersebut telah 
diperpanjang dengan 20 tahun lagi) masih juga dipersoalkan dengan 
mengajukan gugatan, bahkan baik ke PN maupun PTUN dan pihak 
tergugat umumnya tidak berhasil dengan mengajukan eksepsi 
kadaluwarsaan karena hakim menganggap hukum tanah nasional kita 
berpihdcak pada hukum adat yang tidak mengenal daluwarsa (verjaring). 
Dengan adanya pembatasan lima tahun dalam Pasal 32 ayat (2) maka 
setiap tergugat dalam kasus tanah yang sertifikatnya telah berumur lima 
tahun dapat mengajukan eksepsi lewat waktu. Ketentuan Pasal 32 ayat 
(2) ini dapat dipastikan akan banyak mengurangi kasus sengketa tanah. 36 
Dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 ini waktu 5 (lima) 
tahun itu hanya mempunyai arti sebagai faktor untuk menguatkan sikap 
berduduk diamnya orang yang mempunyai kepentingan, dia (yang semula 
berhak) dianggap telah melepaskan haknya atas suatu bidang tanah yang 
bersangkutan. 
Selain itu dalam Pasal 27 huruf (a) angka (3), Pasal 34 huruf (e) 
dan Pasal 40 huruf (e) UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah 
karena diterlantarkan adalah sejalan denganlembaga rechtsverwerking ini, 
                                                             
36 Elyana, Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997, Makalah dalam Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak 
dan Peluang Bisnis Properti dan Perbankan, 1997, Hal  9. 
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sehingga lembaga rechstverwerking dalam hukum adat ini memberikan 
wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai 
penelantaran tanah. Sebelum UUPA berlaku, untuk menetukan kadar 
kepastian hukum suatu hak, digunakan ketentuan mengenai kadaluwarsa 
sebagai upaya untuk memeproleh hak milik atas tanah (acquisitive 
verjaring) 37  yang terdapat dalam Pasal 610, Pasal 1955 dan Pasal 1963 
KUHPerdata. Pasal 610 Buku II KUHPerdata menyatakan bahwa : 
“Hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, 
apabila seseorang telah memegang kedudukan berkuasa 
(besitter)atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang 
dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya 
seperti termaksud dalam Bab VII Buku IV KUHPerdata.” 
 
Pasal ini menetapkan bahwa seorang besitter dapat memperoleh 
hak milik atas suatu benda karena daluwarsa (verjaring). Selanjutnya 
dalam Pasal Buku IV Bab VII Pasal 1955 KUHPerdata menyatakan 
bahwa: 
“Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa 
seseorang harus menguasainya secara terus-menerus, tidak 
terputus-putus, tidak terganggu, di muka umum dan secara tegas 
sebagai pemilik.” 
 
Sementara dalam Pasal 1963 KUHPerdata menyatakan bahwa: 
“Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak 
yang sah, memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, 
atausuatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, 
memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa, dengan 
suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan 
itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun 
memperolehhak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk 
menunjukkan alas haknya.” 
                                                             
37 Andrian Sutendi, Peralihan Hak atas Tanah, Cet I, Jakarta: SinarGrafika, 2007, hal 
123 
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Namum kita telah mengatahui bahwa Buku II KUHPerdata 
sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya telah dicabut oleh UUPA. Oleh karena itu pasal-pasal tersebut 
sudah tidak berlaku lagi sepanjang mengenai agraria (tanah). Hukum 
tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidakdapat menggunakan 
lembaga acquisitive verjaring tersebut, karena hukum adat tidak 
mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang dapat 
digunakan untuk memberikan kepastian hukum kepada seseorang atas 
suatu hak, yaitu lembaga rechtsverwerking. Lembaga rechtsverwerking 
berpijak pada azas kepastian hukum (rechtszekerheid). Dalam hukum 
adat lamanya waktu tersebut tidak ditentukan secara umum seperti 
daluwarsa dalam Buku IV KUHPerdata (20-30 tahun). Namun waktu 
tersebut ditentukan secara kasuistis, berdasarkan keadaan-keadaan 
tertentu dan sifat penguasaan dengan itikad baik yang berlangsung dalam 
jangka waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus. Oleh karena 
lembaga rechtsverwerking tersebut berasal dari ketentuan hukum adat 
yang tentunya tidak tertulis, maka penerapan dan pertimbangan mengenai 
terpenuhinya persyaratan yang bersangkutan dalam kasus-kasus konkrit 
ada tangan hakim yang mengadili sengketa, dimana hakim sebagai 
pemutus perkara para pihak yang bersengketa, yang menjadikan tanah 
yang sudah bersertifikat sebagai obyek perkaranya. 
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E. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Rechtsverwerking 
Dalam kasus-kasus konkret jika di dalam suatu masyarakat timbul 
perkara maka yang mempunyai kompetensi untuk mempertimbangkan 
dan/atau menerapkan lembaga rechtsverwerking ada pada hakim yang 
memeriksa dan mengadili serta memutus  perkaranya. Hakim diwajibkan 
menggali nilai nilai yang tumbuh di dalam suatu masyarakat dalam 
memutus suatu perkara. Berikut ini terdapat beberapa contoh putusan 
hakim (Mahkamah Agung) yang mengakui adanya lembaga 
rechtsverwerking dalam hukum adat, antara lain sebagai berikut: 
1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No.329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 : 
"Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 
tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan 
haknya atas tanahtersebut (rechtsverwerking)." ; 
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No.200 K/Sip/1974 tanggal 1 1 Desember 1975 : 
"Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa 
Hukum Adat tidak mengenal kadaluwarsa dalam hal warisan, 
tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas 
alasan kadaluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam 
diri selama 30 tahun lebih Para Penggugat Asal dianggap telah 
melepaskan haknya (rechtsverwerking)." ; 
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 : 
44 
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah 
Agung: bahwa Penggugat/Terbanding telah menduduki tanah 
tersebut secara terus menerus selama 27 tahun tanpa digugat ; 
bahwa benar hukum adat yangberlaku bagi kedua belah pihak 
tidak mengenai lembaga "verjaring", tetapi hukum adat 
mengenai lembaga "pengaruh lampau waktu". Bahwa 
seandainya memang Penggugat/Terbanding tidak berhak atas 
tanah tersebut, kenyataan bahwa tergugat-tergugat sampai 
sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah 
tersebut menimbulkan anggapan hukum, bahwa mereka telah 
melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)." ; 
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 
No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 : 
"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah 
Agung: Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah 
tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak 
sebagai pemilik yang jujur (rechthebbende te goeder trouw) 
harus dilindungi oleh hukum." ; 
Dari yurisprudensi MA ini membuktikan dari sisi akibat, bahwa 
daluwarsa mempunyai persamaan dengan rechtsverwerking. Daluwarsa 
mengacu pada lamanya waktu tertentu menyebabkan hapusnya hak 
disatu pihak atau diperolehnya hak dipihak lain. Demikian juga 
rechtsverwerking sebagaimana dalam hukum adat mengacu pada 
pelepasan hak yang didasarkan berlangsungnya jangka waktu yang lama 
45 
tertentu. Sementara dipihak lain memperoleh/menimbulkan sesuatu hak. 
Substansi kedua-duanya sama yakni (1) begantung pada lamanya waktu 
tertentu, dan (2) akibat hukumnya juga sama yakni disatu pihak, hapusnya 
hak (hukum perdata) atau pelepasan hak (hukum adat), dan dipihak lain 
memperoleh hak. 
Dengan demikian jika hakim telah benar-benar memperhatikan dan 
menerapkan ketentuan rechtsverwerking tersebut dalam putusannya pada 
sengketa-sengketa pertanahan, maka dua kepentingan akan terpenuhi, 
yakni pertama, kepentingan para pemegang sertifikat akan menjamin 
kepastian hukum baginya, kedua, kepentingan bagi penguatan asas 
publikasi negatif dalam pendaftaran tanah di Indonesia yang mengarah 
pada positif, sehingga sertifikat benar-benar merupakan alat pembuktian 
yang kuat dan tujuan pendaftaran tanah memberikan jaminan kepastian 
hukum dan perlindungan hukum dalam pemilikannya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Lembata Provinsi 
Nusa Tenggara Timur dengan mengambil daerah tertentu sebagai sumber 
data yaitu Kecamatan Nubatukan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten 
Lembata dan Kecamatan Ile Ape. Selain itu, penulis juga akan melakukan 
wawancara dengan pejabat pemerintah daerah setempat. 
Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena menganggap 
bahwa lokasi ini dapat memberikan data yang penulis perlukan dalam 
pembahasan masalah. Pemilihan lokasi ini juga disebabkan oleh 
pertimbangan bahwa didaerah tersebut ditemukan permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dibagi atas dua, yaitu: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lokasi penelitian baik berupa foto maupun wawancara langsung 
kepada nara sumber dilokasi penelitian. 
2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research), 
karya-karya ilmiah, artikel-ertikel di internet serta dokumen-
dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 
diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang 
dilakukan terbagi atas dua, antara lain: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Dalam melakukan penelitian lapangan (field research) penulis 
menempuh cara, yaitu: 
Wawancara, Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara 
langsung kepada nara sumber dalam bentuk tanya jawab yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas yang terdiri dari: 
1) Masyarakat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 
2) Tokoh masyarakat atau ketua adat di desa tertentu di 
Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
3) Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lembata. 
4) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian kepustakaan melalui teknik pengumpulan data penelitian 
kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan mengumpulkan 
berbagai data dari literatur-literatur yang relevan. 
 
D. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh 
gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan di teliti. Populasi 
dalam penelitian ini meliputi masyarakat di Kabupaten Lembata yang 
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memiliki sertifikat hak atas tanah yang kepemilikannya sudah lebih dari 5 
tahun. Populasi dalam penelitian ini adalah praktisi hukum yang berkaitan 
dengan penyelesaian masalah hukum, yaitu hakim. Praktisi hukum yang 
berkaitan dengan masalah pendaftaran tanah, yaitu pejabat pembuat akta 
tanah dan pejabat kantor pertanahan. Tokoh-tokoh adat di Kabupaten 
Lembata Provinsi NTT. Masyarakat umum di Kabupaten Lembata yang 
memiliki sertifikat hak atas tanah dimana kepemilikannya sudah lebih dari 
5 tahun. 
Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu 
bagianyang respresentatif dari semua populasi. Sampel yang akan diteliti 
dalam penelitian ini adalah hakim, pejabat pembuat akta tanah, pejabat 
kantor pertanahan dan 2 orang pemilik sertifikat hak atas tanah yang 
kepemilikannya sudah lebih dari 5 tahun. 
 
E. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik berupa data primer maupun 
sekunder kemudian dianalisis secara kualitatuf untuk menghasilkan 
kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan 
pemahaman yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah 
Lembata adalah salah satu nama dari gugus pulau di Kabupaten 
Flores Timur yang sudah memasyarakat sejak tahun 1965. Tapi sebelum 
dikenal dengan nama Lembata, dahulu pada masa pemerintahan Hindia 
Belanda hinggakini dikenal dalam peta Indonesia dengan “Pulau 
Lomblen”. Pada tanggal 24 Juni 1967 dilaksanakan musyawarah kerja 
luar biasa panitia pembentukan kabupaten Lembata yang 
diselenggarakan di Lewoleba yang kemudian mengukuhkan nama 
Lembata. Pengukuhan nama “Lembata” ini sesuai sejarah asal 
masyarakatnya dari pulau “Lepanbatan”, sehingga mulai 01 Juli 1967 
sebutan untuk penduduk yang semula “Orang Lomblen” berubah menjadi 
“Orang Lembata”. 
Rencana ke arah terbentuknya Kabupaten Lembata bertolak pada 
2 (dua) pernyataan (statement), yaitu: 
a. Pernyataan/statement tanggal 07 Maret 1954 
b. Pernyataan/memorandum tanggal 07 Maret 1999 
 Pada Kabupaten Lembata terdapat 9 Kecamatan. Berikut ini nama-
nama kecamatan dan kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Lembata:38 
 
 
                                                             
38 Kantor PDM Kabupaten Lembata 
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a. Kecamatan Atadei 
 Kelurahan/Desa Atakore 
 Kelurahan/DesaDori Pewut 
 Kelurahan/Desa Dulir 
 Kelurahan/Desa Ile Kerbau 
 Kelurahan/Desa Ile Kimok 
 Kelurahan/Desa Katakeja 
 Kelurahan/Desa Kowaape 
 Kelurahan/Desa Lebaata 
 Kelurahan/Desa Lerek 
 Kelurahan/Desa Lusilame 
 Kelurahan/Desa Nogo Doni 
 Kelurahan/Desa Nuba Atajolo 
 Kelurahan/Desa Nubahaeraka 
 Kelurahan/Desa Tubuk Rajan 
 
b. Kecamatan Buyasuri/Buyasari 
 Kelurahan/Desa Atulaleng 
 Kelurahan/Desa Baren 
 Kelurahan/Desa Bean 
 Kelurahan/Desa Benihading 
 Kelurahan/Desa Buriwutung 
 Kelurahan/Desa Kalikur 
 Kelurahan/Desa Kalikur WL 
 Kelurahan/Desa Kaohua 
 Kelurahan/Desa Leuburi 
 Kelurahan/Desa Leuwohung 
 Kelurahan/Desa Loyobohor 
 Kelurahan/Desa Mampir 
 Kelurahan/Desa Panama 
 Kelurahan/Desa Roho 
 Kelurahan/Desa Rumang 
 Kelurahan/Desa Tobotani 
 Kelurahan/Desa Tubung 
 Kelurahan/Desa Umaleu 
 
c. Kecamatan Ile Ape 
 Kelurahan/Desa Amakaka 
 Kelurahan/Desa Bungamuda 
 Kelurahan/Desa Dulitukan 
 Kelurahan/Desa Kolipadan 
 Kelurahan/Desa Kolontobo 
 Kelurahan/Desa Laranwutun 
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 Kelurahan/Desa Muruona 
 Kelurahan/Desa Napasabok 
 Kelurahan/Desa Petuntawa 
 Kelurahan/Desa Plilolon 
 Kelurahan/Desa Tagawiti 
 Kelurahan/Desa Tanjung Batu 
 Kelurahan/Desa Waowala 
 Kelurahan/Desa Watodiri 
  
d. Kecamatan Ile Ape Timur 
 Kelurahan/Desa Aulesa 
 Kelurahan/Desa Bao Lali Duli 
 Kelurahan/Desa Jontona 
 Kelurahan/Desa Lamaau 
 Kelurahan/Desa Lamagute 
 Kelurahan/Desa Lamatokan 
 Kelurahan/Desa Lamawolo 
 Kelurahan/Desa Todanara 
 Kelurahan/Desa Waimatan 
 
e. Kecamatan Lebatukan 
 Kelurahan/Desa Baopama 
 Kelurahan/Desa belorebong 
 Kelurahan/Desa Dikesare 
 Kelurahan/Desa Hadakewa 
 Kelurahan/Desa Lamadale 
 Kelurahan/Desa Lamalela 
 Kelurahan/Desa Lamatuka 
 Kelurahan/Desa Lerahinga 
 Kelurahan/Desa Lewoeleng 
 Kelurahan/Desa Lodotodokowa 
 Kelurahan/Desa Merdeka 
 Kelurahan/Desa Seranggorang 
 Kelurahan/Desa Tapobaran 
 Kelurahan/Desa Tapolangu 
 Kelurahan/Desa Waienga 
 
f. Kecamatan Nagawutun 
 Kelurahan/Desa Atawai 
 Kelurahan/Desa Babokerong 
 Kelurahan/Desa Baobolak 
 Kelurahan/Desa Belabaja 
 Kelurahan/Desa Duawutun 
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 Kelurahan/Desa Ile Boli 
 Kelurahan/Desa Labalimut 
 Kelurahan/Desa Lolong 
 Kelurahan/Desa Lusiduawatun 
 Kelurahan/Desa Pasir Putih 
 Kelurahan/Desa Penikeke 
 Kelurahan/Desa Wuakerong 
 
g. Kecamatan Nubatukan 
 Kelurahan Lewoleba 
 Kelurahan Lewoleba Utara 
 Kelurahan Lewoleba Barat 
 Kelurahan Lewoleba Tengah 
 Kelurahan Lewoleba Timur 
 Kelurahan/Desa Lite Ulumado 
 Kelurahan/Desa Baolangu 
 Kelurahan/Desa Belobatang 
 Kelurahan/Desa Nuba Mado 
 Kelurahan Pada 
 Kelurahan/Desa Paobokol 
 Kelurahan/Desa Udak Melomata 
 Kelurahan Waijarang 
 Kelurahan/Desa Watokobu 
 
h. Kecamatan Omesuri 
 Kelurahan/Desa Aramengi 
 Kelurahan/Desa Balauring 
 Kelurahan/Desa Dolulolong 
 Kelurahan/Desa Hingalamamengi 
 Kelurahan/Desa Hoelea 
 Kelurahan/Desa Lebewala 
 Kelurahan/Desa Leubatang 
 Kelurahan/Desa Leudanung 
 Kelurahan/Desa Leuwayang 
 Kelurahan/Desa Mahal 
 Kelurahan/Desa Meluwiting 
 Kelurahan/Desa Nilanapo 
 Kelurahan/Desa Normal 
 Kelurahan/Desa Peusawah 
 Kelurahan/Desa Roma 
 Kelurahan/Desa Wailolong 
 Kelurahan/Desa Walangsawah 
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i. Kecamatan Wulandoni/ Wulandioni 
 Kelurahan/Desa Alap atadei 
 Kelurahan/Desa Atakera 
 Kelurahan/Desa Belobad 
 Kelurahan/Desa Imulolong 
 Kelurahan/Desa Lamalera 
 Kelurahan/Desa Lelata 
 Kelurahan/Desa Leworaja 
 Kelurahan/Desa Pantai Harapan 
 Kelurahan/Desa Puor 
 Kelurahan/Desa wulandoni 
 
2. Geografi 
Kabupaten Lembata memiliki luas wilayah 1.266,39 km persegi 
yang merupakan sebuah pulau gugusan kepulauan Solor yang terletak 
diantara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor dengan batas-batas 
wilayah sebagai berikut: 
Utara           Laut Flores  
Selatan        Laut Sawu 
Barat            Selat Boleng dan Selat Lamalera 
Timur           Selat Alor 
Secara astronomi Lembata terletak pada posisi 8 10’ – 8 11’ LS dan 123 
12’ – 123 57’ BT. 
3. Demografi 
Jumlah penduduk Kabupaten Lembata berdasarkan data tahun 
2004 tercatat sebanyak kurang lebih 101.392 jiwa dengan laju 
pertumbuhan penduduk rata-rata 0,31 % per tahun dengan kepadatan 
mencapai 68 jiwa/km2. Mata pencaharian dari masyarakat atau penduduk 
Lembata mayoritas adalah bertani yaitu sebanyak 74 %, sisanya terdiri 
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dari PNS, pensiunan, pengusaha, pedagang, buruh, pengrajin, TNI/POLRI 
dan alim ulama atau biarawan/biarawati. Sementara pendapatan per 
kapita penduduk Lembata rata-rata per tahun yaitu Rp. 497.685,00,- pada 
tahun 1998. 
4. Iklim 
 Curah hujan tertinggi tercatat sebesar 1705 mm dan hari hujan 
sebanyak 103 hari. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di 
Kecamatan Lebatukan, sementara daerah dengan curah hujan terendah 
dan sering terjadi kekeringan di musim kemarau berada di Kecamatan Ile 
Ape. Sebagian besar desa di Kabupaten Lembata merupakan desa pesisir 
yang jumlahnya mencapai 82 desa dari 144 desa/kelurahan. Lembata 
termasuk daerah beriklim tropis dengan musim kemarau yang panjang 
rata-rata (9-10) bulan dan musim hujan relatif singkat rata-rata (2-3) bulan 
saja. 
5. Potensi Perikanan dan Kelautan 
Karena Kabupaten Lembata berada di pesisir maka banyak hasil-
hasil laut di daerah ini, yaitu ikan tongkol, ikan cakalang, ikan tuna dan 
lain-lain. Jenis yang non ikan seperti kerang mutiara di teluk Lewoleba dan 
Waienga, cumi-cumi, lola teripang, batu laga, japing-japing dan nener juga 
sangat potensial. 
6. Potensi Ekonomi 
Dari luas daratan 126.684 ha itu 71,46 ha diperuntukkan bagi 
pengembangan kawasan pemukiman dan budi daya non pertanian, 
sedangkan sisanya 55.202 ha diperuntukkan bagi pengembangan potensi 
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pertanian seperti jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian, sayur-sayuran dan 
buah-buahan. Dalam dua tahun terakhir ini telah diupayakan penanaman 
berbagai tanaman komoditi perdagangan seperti kelapa, kemiri, kopi, 
jambu mete, coklat, cengkeh, vanili, pala, kapuk dan pinang. Di sisi lain 
bidang peternakan member potensi pengembangan yang cukup baik 
karena Kabupaten Lembata memiliki padang rumput atau padang 
penggembalaan yang cukup luas terutama di kecamatan Ile Ape. 
7. Potensi Pertambangan 
Pulau lembata dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya merupakan 
gugusan kepulauan Solor yang membentang dari pulau Solor dan pulau 
Adonara (Kabupaten Flores Timur) di bagian barat, dan pulau Pantar dan 
pulau Alor serta pulau-pulau kecil lainnya di sebelah timur (Kabupaten 
Alor). Gugusan kepulauan Solos ini masuk dalam zona “ring of fire” atau 
lingkaran api dunia di mana pada masing-masing pulau terdapat gunung 
api aktif. Pulau Lembata terletak pada pusat kegiatan tektonik dari busur 
magmatik Sunda-Banda berarah Barat-Timur yang menunjukkan tempat 
bertemunya tiga lempeng tetonik besar. 
Pulau Lembata merupakan bagian dari sistem Busur Banda bagian 
dalam dan terbentuk dalam rangkaian kepulauan bergunung api aktif. 
Kabupaten Lembata memiliki 3 gunung api aktif, antara lain: Gunung api 
Ile Lewotolo, Gunung api Ile Batutara dan Gunung api Ile Werung. 
Gunung-gunung api ini berpotensi berpotensi menghasilkan bahan galian 
tipe A, tipe B dan tipe C (bahan galian industri). Dari masing-masing 
bahan galian tersebut ada diantaranya yaitu panas bumi (geothermal) di 
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Kecamatan Atadei, emas di Kecamatan Lebatukan, Buyasuri, Omesuri 
dan Atadei, dan belerang dan sirtu di Kecamatan Ile Ape. Semua bahan 
galian ini sangat potensial namun belum dikelolah dan dimanfaatkan 
karena faktor lemahnya sumber daya manusia (SDM), masih kentalnya 
budaya dan adat istiadat serta kondisi geologi setempat yang tidak 
memungkinkan dilakukan eksploitasi sumber daya alam dalam skala 
besar. Karena keberadaan gunung-gunung api tersebut menghasilkan 
bahan-bahan galian, antara lain: 
a) Bahan Galian Logam 
Penyelidik terdahulu telah menemukan adanya endapan tembaga- 
timbale-perak tipe stratabound di dalam batuan vulkanik dan 
sedimen berumur tersier di bagian timur laut pulau Lomblen. 
Kemudian ditemukan juga adanya logam mulia berupa emas dan 
perak yang berhubungan erat dengan logam dasar, dengan dicikan 
adanya urat-urat barit di bagian timur laut dan urat barit di dalam 
andesit  dan diorite di bagian barat daya. Urat-urat dan zona lemah 
yang mengandung tembaga-timbal-seng, terdapat di dalam diorite 
dan beberapa andesit berumur tersier akhir. Selain itu ditemukan 
juga emas yang berhubungan erat dengan logam dasar di dalam 
batuan breksi dasitik, tufa atau lava dengan zonasi ubahan silika 
dan lempung di daerah Balauring. Di Wai Puen dan Buyasuri 
ditemukan adanya mineralisai emas di dalam urat-urat kuarsa dan 
barit, atau di dalam breksi terkersikkan dengan sedikit logam dasar 
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berupa tembaga, timbale, seng, dan diselimuti oleh secara luas 
serta ubahan lempung. 
Hasil penyelidikan geokimia di pulau Lembata menunjukkan bahwa  
di beberapa daerah ditemukan anomali sebagai petunjuk adanya 
mineralisasi logam. Diantaranya di wai Puen, Lewolein, Balauring 
hingga Atanila dan Labala-Balarebong. Hasil analisa kimia contoh 
batuan dari Lewolein memberikan indikasi adanya kandungan 
mineral logam Cu, Pb. Zn dan Mn yang signifikan, sedangkan untuk 
emas tidak dilakukan analisa kimia. Adanya mineralisasi Au, Ag 
dan Pb pada batuan terobosan berumur tersier dan berdekatan 
dengan zona patahan, menunjukkan bahwa tipe mineralisasi di 
Lembata ini dapat dikategorikan sebagai endapan epitermal sulfide 
rendah. Mineralisasi emas tersebut terbentuk dalam urat-urat 
kuarsa, karbonat dan kuarsa-barit, umumnya berasosiasi dengan 
logam dasar seperti tembaga, timbal, seng, arsenik dan antimon. 
b) Bahan Galian Barit 
Keberadaan bahan galian barit di daerah penyelidikan terekam 
sebanyak 4 jalur, berarah relatif utara-selatan dengan kemiringan 
relatif tegak, panjang masing-masing antara 50 – 100 m, dengan 
ketebalan 20 – 50 cm. Beberapa waktu yang lalu pernah dilakukan 
penambangan barit oleh rakyat setempat bersamaan dengan 
eksploitasi barit oleh PT. Baroid di daerah Buyasuri (Wai Puen dan 
Tanah Merah). Penggalian tersebut dihentikan karena pasar barit 
yang tidak jelas. Dari dimensi urat barit yang ada sumber daya dan 
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cadangan  barit di daerah ini relatif kecil dan cocok untuk dibuat 
pertambangan skala kecil, mengingat proses penambangannya 
sangat sederhana hanya penggalian dan pengangkutan saja. Untuk 
pengembangan pertambangan barit di daerah ini perlu adanya 
evaluasi ekonomi dan evaluasi pasar barit untuk mengantisipasi 
pasar yang tidak jelas sebelum penambangan dimulai sehingga 
hasil dari penambangan barit yang ada bias diserap pasar. 
8. Potensi Pariwisata 
 Di Kabupaten Lembata terdapat daerah-daerah yang berpotensi 
sebagai objek wisata, antara lain: 
a. Wisata Budaya Pasar Barter 
Pasar barter ini terletak di Desa Labala dan desa Wulandoni 
Kecamatan Wulandoni dengan jarak tempuh 47 km dari kota Lewoleba. 
Pasar barter merupakan salah satu pasar tradiasional yang 
menggambarkan transaksi barang pada jaman dahulu sebelum manusia 
mengenal uang sebagai alat pembayaran. Aktifitas pasar barter di desa 
Labala dilaksanakan setiap hari rabu dan di desa Wulandoni setiap hari 
sabtu yang ditandai dengan tiupan peluit (Buri) dari petugas (mandor) 
yang mengawasi kegiatan barter. 
b. Wisata Bawah Laut Teluk Lewoleba 
Teluk Lewoleba di Kecamatan Nubatukan Lembata selain dikenal 
memiliki potensi perikanan yang cukup bagus dan memiliki pemandangan 
yang indah, ternyata menyimpan pesona bawah laut yang mempesona 
yang belum banyak diketahui oleh orang Lembata sendiri. Dinas Kelautan 
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dan Perikanan Kabupaten Lembata bekerja sama dengan Universitas 
Cendana Kupang, tahun 2010 melakukan survey dan fotobawah laut yang 
hasilnya cukup mengagumkan. Ada beberapa titik yang diambil sampel 
dalam survei tersebut dan salah satunya adalah Teluk Lembata yang 
terletak di Kecamatan Nubatukan. Dalam kaitan dengan pengembangan 
potensi pariwisata khususnya wisata bahari, maka perlu diperhatikan 
adalah infrastruktur yang memadai. 
c. Wisata Pantai Tapobaran 
Pantai Tapobaran yang terdapat di Kecamatan Lebatukan tidak 
hanya indah pantainya dan pemandangannya saja, namun menyimpan 
pesona bawah laut yang indah pula. Wisatawan lokal dan wisatawan luar 
dapat menikmati keindahan Pantai Tapobaran dengan menempuh jarak 
sekitar 37 km dari ibukota Kabupaten Lembata. 
d. Wisata Rumah Adat dan Ritus Pesta Kacang 
Rumah Adat dan Ritus Pesta Kacang terdapat di Desa Jontona 
Kecamatan Ile Ape. Dari Jontona tepatnya di Dusun Lewohala yang 
terletak di ketinggian gunung Ile Ape terdapat kampong tua dengan 
kompleks rumah adat dimana masing-masing mempunyai kelengkapan 
untuk upacara adat seperti keramik, daging, dan lain-lain. Di dusun ini 
setiap tahunnya pada bulan September selalu diadakan upacara adat 
Sora Utan dan pesta Makan Kacang yang unik yang terpusat pada rumah-
rumah adat. Selama upacara Pesta Kacang pengunjung dapat menikmati 
atraksi-atraksi budaya serta tarian-tarian tradisional. Disamping itu, 
pengunjung juga dapat menyaksikan hasil tenunikat tradisional Ile Ape 
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serta melakukan hiking dari Desa Jontona menuju kampung Lewolaha 
untuk menikmati panorama laut dari gunung vulkanis Ile Ape.  
Di Kabupaten Lembata banyak terdapat tempat-tempat wisata yang 
dapat dikunjungi, misalnya: 
 Pulau pasir putih Awelolong 
 Pantai pasir putih Waijarang 
 Sumber air panas Sabu Tobo 
 Sumber gas alam Karun Watuwawer 
 Budaya tradisional penangkapan ikan paus di Desa Lamalera 
 Air terjun Atawuwur 
 Rumah adat dan ritus pesta kacang Jontona 
9. Sarana dan Prasarana 
 Transportasi darat yang menghubungkan ibukota kabupaten 
dengan kota-kota kecamatan di Kabupaten Lembata adalah: 
 Transportasi laut antara lain: 
 Fery 
 Motor laut: rute Larantuka - Lewoleba (setiap hari) 
 Transportasi udara antara lain: 
 Penerbangan pesawat Susi Air (pesawat Karavan - perintis 
untuk 12 penumpang) hampir setiap hari melayani 
penerbangan Kupang - Lewoleba PP. 
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B. Penerapan Atau Implementasi Asas Rechtsverwerking 
(Pelepasan Hak) Di Kabupaten Lembata NTT 
Sebelum UUPA berlaku untuk menentukan kadar kepastian hukum 
sesuatu hak digunakan upaya ketentuan mengenai “kadaluarsa” sebagai 
upaya untuk memperoleh hak eigendom atas tanah (ecquisitieve 
verjaring), yang terdapat dalam Pasal 1955 dan Pasal 1963 Burgerlijk 
Wetboek (BW). Kadaluwarsa sebagai upaya memperoleh hak eigendom 
atas tanah diatur dalam Pasal 610, Pasal 1955 dan Pasal 1963 Burgerlijk 
Wetboek (BW). Pasal 610 menetapkan seorang bezitter dapat 
memperoleh hak eigendom atas suatu benda karena verjaring. Pasal 
1955 dan 1963 memuat syarat-syaratnya yaitu penguasaannya harus 
terus-menerus, tidak terputus, tidak terganggu, dapat diketahui umum, 
secara tegas bertindak sebagai eigenaar dan harus dengan itikad baik. 
Hukum adat tidak mengenal acquisitieve verjaring, yang dikenal dalam 
hukum adat adalah lembaga rechtsverwerking, yaitu lampaunya waktu 
sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, apabila tanah yang 
bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang 
haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, pada wilayah kabupaten 
Lembata banyak terjadi sengketa tanah. Ada yang sampai masuk ke 
Pengadilan Negeri dan diselesaikan lewat Pengadilan Negeri tersebut. 
Dan ada juga beberapa kasus yang diselesaikan secara adat. 
Berdasarkan penelitian pada Pengadilan Negeri Kabupaten Lembata, 
terdapat 169 kasus sengketa tanah yang terjadi dari tahun 2011-2012 dari 
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semua jumlah kasus yang masuk pada Pengadilan Negeri yaitu sebanyak 
341 kasus. Selebihnya merupakan kasus pembunuhan, pencuriaan, 
perjudian dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa dari total kasus yang 
masuk Pengadilan Negeri, kasus sengketa tanah yang terjadi di 
Kabupaten Lembata sebesar 49,56 %.39 Persengketaan tanah yang terjadi 
di Kabupaten Lembata sangatlah tinggi dibanding kasus-kasus yang lain 
karena minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendaftaran 
tanah. Sedangkan pada sengketa tanah yang melibatkan tokoh-tokoh adat 
dan diselesaikan dengan jalan damai sebenarnya banyak terdapat di 
daerah ini. Salah satu yang penulis peroleh pada Kabupaten Lembata, 
tepatnya di Kecamatan Ile Ape Timur ada kasus sengketa tanah yang 
penyelesaiannya dilakukan dengan mengadakan ritual-ritual adat. 40 
Dalam penelitian penulis mengambil salah satu sengketa tanah yang 
masuk pada Pengadilan Negeri Kabupaten Lembata, yaitu sengketa tanah 
yg terjadi antara Abdullah Gani Genape (penggugat) melawan Drs. Djou 
A. Tahir (tergugat 1), Siti Saniyah Tahir (tergugat 2) dan Masud Tahir 
(tergugat 3). Objek yang disengketakan adalah tanah dengan luas kurang 
lebih 22.143 m2 (meter persegi) yang terletak di Kota Baru, Kelurahan 
Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Batas-
batas tanah tersebut adalah : 
 Utara berbatasan dengan Jalan Trans Lembata. 
 Timur dahulu berbatasan dengan bapak Bala Klumer, sekarang 
berbatatasan dengan Abdullah Rahim Anwar, Jam Hori Jewa, 
                                                             
39 Penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Lembata. 12 Maret 2014. 
40 Wawancara beberapa tokoh Adat Lamaholot. 
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Petrus Tupen, Yoseph Boro, Rani Bala Wala, Gabriel Da, dan 
Ferdinandus Kalat. 
 Selatan dahulu berbatasan dengan Alm. Selaka, sekarang 
berbatasan dengan Sonny The Nalley. 
 Barat berbatasan dengan SMPN 1 Nubatukan dan kantor 
Pengadilan Agama. 
Tanah ini telah diklaim milik Abdullah Gani Genape (penggugat) 
sebagai tanah warisan dari Alm. Abdullah Kwait Demongor (kakek 
penggugat). Tanah ini telah digarap oleh beberapa orang secara turun 
temurun, tapi dalam persidangan yang digugat hanya beberapa meter 
persegi saja yang dimana telah didiami oleh beberapa orang, yaitu 
tergugat 1 dengan tanah seluas 702 m2 (39 m X 18 m), tergugat 2 dengan 
tanah seluas 507 m2 (39 m X 13 m), dan tergugat 3 dengan tanah seluas 
585 m2 (39 M X 15 m). Menilik ke sejarah tanah yang disengketakan, 
ternyata bidang tanah tersebut bukanlah milik pribadi Alm. Abdullah Kwait 
Demongor, melainkan milik Suku Lamalaka yang mendapat pembagian 
tanah bersama Suku Demongor yang memenangi perang. Dimana Suku 
Demongor mendapat hak dalam pembagian tersebut untuk menguasai 
dan memiliki bidang-bidang tanah yang terletak di wilayah Lewokukung 
dan sekitarnya, sedangkan Suku Lamalaka mendapat hak menguasai dan 
memiliki bidang-bidang tanah di wilayah pantai (Lewoleba dan sekitarnya), 
termasuk dengan tanah yang di persengketakan sekarang ini. Selanjutnya 
untuk mengabadikan hubungan antara Suku Demongor dan Suku 
Lamalaka yang memiliki sejarah perjuangan yang bersama-sama 
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memenangkan perang  untuk mendapatkan bidang-bidang tanah tersebut, 
maka terjadilah pertukaran silang salah seorang anak dari Suku 
Demongor berpindah menjadi Suku Lamalaka untuk menjaga dan 
mengawasi bidang-bidang tanah di Suku Lamalaka, dan sebaliknya salah 
seorang anak dari Suku Lamalaka berpindah menjadi Suku Demongor 
untuk menjaga dan mengawasi bidang-bidang tanah milik Suku 
Demongor. Wujud nyata dari pertukaran silang ini adalah Alm. Abdullah 
Kwait Demongor adalah anak laki-laki Suku Demongor yang berpindah 
menjadi anggota Suku Lamalaka dan berhak menguasai dan menjaga 
harta warisan milik suku Lamalaka. Proses pertukaran silang ini secara 
historis tetap diakui oleh Suku Demongor dan Suku Lamalaka sampai 
sekarang ini. Dalam hal sejarah adat ini, Abdullah Gani Genape selaku 
penggugat tidak mengetahui hal tersebut. 
Terlepas dari sejarah tanah sengketa tersebut, melihat pada awal 
kepemilikan tanah. Tanah sengketa ini awal mulanya dimiliki oleh Suku 
Lamalaka yang mengutus Alm. Abdullah Kwait Demongor sebagai orang 
yang menjaga dan mengawasi tanah ini. Abdullah Kwait Demongor 
memberi ijin garap kepada beberapa pihak dan yang termasuk 
didalamnya adalah Drs. Djou A. Tahir (tergugat 1). Selama kurang lebih 
21 tahun (1979-2000), tanah ini secara bersama-sama digarap tanpa ada 
salah seorang dari pihak penggarap yang merasa memiliki secara mutlak 
tanah tersebut. Pada tahun 1979, Alm. Abdullah Kwait Demongor 
meninggal dunia dan yang mengurus segala bentuk keperluan saat 
pemakaman adalah Drs.Djou A.Tahir (tergugat 1), bukan anak dari Alm. 
Abdullah Kwait Demongor. Para penggarap tersebut merasa bertanggung 
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jawab atas keberlangsungan tanah yang telah diberikan kepada mereka 
ijin menggarap sehingga sampai sang pemilik tanahnya meninggal dunia 
tanah tesebut masih digunakan dan tidak ditelantarkan. Tanah ini mulai 
dikuasai secara nyata oleh Drs.Djou A.Tahir dari tahun 1980, yaitu 
setahun setelah pemilik lahan meninggal dunia. Karena pada tahun 
1980an masih minimnya SDM di Kabupaten Lembata menyebabkan 
banyak sekali tanah-tanah yang tak memiliki surat-surat kepemilikan yang 
resmi. Hal ini memberi dampak pada tanah yang dikuasai oleh Drs.Djou 
A.Tahir tidak memiliki sertifikat pula. Setelah otonomi daerah pada tahun 
1999, Kabupaten Lembata mengalami pembenahan di segala aspek, 
salah satunya di aspek pertanahan. Tanah-tanah mulai di data termasuk 
tanah Drs. Djou A. Tahir. sang pemilik tanah merasa perlu mematenkan 
hak milik atas tanah tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa. 
Pada tanggal 03 Juni 2003 Drs. Djou A. Tahir melakukan permohonan 
pengukuran tanah. Dan di tahun yang sama sertifikatnya terbit atas nama 
Drs. Djou A. Tahir. Jadi tanah ini telah dikuasai secara nyata dan 
bersertifikat atas nama Drs. Djou A. Tahir mulai dari tahun 2003 hingga 
pada saat tanah digugat yaitu tahun 2011. 
Beberapa tahun kemudian tepatnya tanggal 02 Mei 2011 cucu dari 
Alm. Abdullah Kwait Demongor, yaitu Abdullah Gani Genape menggugat 
tanah tersebut dengan dalil bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan 
dari kakeknya yang telah diwariskan padanya. Para penggarap merasa 
tidak adil jika tanah yang selama berpuluh-puluh tahun mereka garap dan 
memperolehnya dengan itikat baik diambil begitu saja oleh cucu dari 
pemilik tanah sebelumnya. Para penggarap tanah juga merasa heran 
kenapa baru digugat sekarang tanah mereka karena pada saat menantu 
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dari pemilik tanah yaitu Umar Boro (ayah penggugat) meninggal dunia, si 
penggugat datang dan meminta ijin pada tergugat agar jasad ayahnya 
dikuburkan ditanah tersebut. Dengan demikian, penggugat tahu dan 
secara sadar mengakui bahwa tanah tersebuh telah menjadi milik Drs. 
Djou A. Tahir (tergugat 1). 
Melihat pada konsep Rechtsverwerking bahwa jika seorang sekian 
waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu 
dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka 
hilanglah hak pemilik semula untuk menuntut kembali tanah itu. Dalam hal 
ini cucu pemilik tanah tidak bisa menggugat tanah tersebut kembali 
menjadi hak miliknya karena telah digarap oleh beberapa pihak selama 
sekian tahun dan para penggarap tersebut memperolehnya dengan itikat 
baik. 
Disamping itu dilihat dari segi adat yang ada pada wilayah tanah 
sengketa yaitu adat Lamaholot, yang bisa mewaris adalah keturunan dari 
anak laki-laki, dalam hal ini Abdullah Gani Genape (penggugat) hanya 
bisa mewaris dari ayahnya Umar Boro bukan dari kakeknya Alm. Abdullah 
Kwait Demongor karena penggugat merupakan anak dari anak 
perempuan Alm. Abdullah Kwait Demongor. Dalam adat Lamaholot jika 
anak perempuan telah menikah, maka anak perempuan tersebut akan 
mengikuti suku dari suaminya. Dengan kata lain, anak perempuan ini telah 
keluar dari sukunya terdahulu. 41  Abdullah Gani Genape (penggugat) 
merupakan cucu dari Alm. Abdullah Kwait Demongor, namun karena lahir 
dari anak perempuan sehingga menurut adat penggugat tidak dapat 
mewaris. Penggugat hanya bisa mewaris dari ayahnya saja. Jika dilihat 
                                                             
41 Tokoh adat Lamaholot wawancara 04 April 2014 
67 
dari penggolongan ahli waris, penggugat dapat digolongkan dalam ahli 
waris golongan I (satu), yaitu suami atau istri yang hidup terlama serta 
anak dan keturunannya.42 
Melihat pada hukum waris, penggugat disini bisa menjadi ahli waris 
dari sang pemilik tanah. Namun pada kenyataannya bahwa hal tersebut 
bertentangan dengan hukum adat yang ada di wilayah penggugat dan 
dilihat dari tanah yang disengketakan tidak pernah dikelolah atau digarap 
oleh penggugat selama berpuluh-puluh tahun sehingga tanah tersebut 
menjadi berpindah kepemilikannya kepada orang-orang yang telah 
menggarap tanah dengan itikad baik. Disamping itu tergugat  juga telah 
memiliki sertifikat atas tanah yang ia tempati dan lamanya sertifikat itu 
sudah lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya, yaitu terbit pada tahun 2003. 
Dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah juga dikemukakan bahwa: 
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat 
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh 
tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, 
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak 
dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 
5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan 
keberatan ssecara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala 
Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertifikat tersebut. 
 
Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu: 
a. Sertifikat hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik. 
                                                             
42 Padma D. Liman, Hukum waris : “Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut 
Burgerlijk Wetboek (BW)” 
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b. Pemegang hak atas tanah harus menguasai secara nyata 
tanahnya. 
c. Sertifikat hak atas tanah telah diterbitkan lebih dari lima tahun. 
d. Sejak lima tahun diterbitkannya sertifikat hak atas tanah bila 
tidak ada keberatan dari pihak ketiga, maka sertifikat tanah tidak 
dapat diganggu gugat lagi. 
 
Dengan melihat unsur-unsur tersebut para tergugat sebenarnya 
telah memenuhinya dan dapat menjadi pemilik dari tanah tersebut. Namun 
pada Pengadilan Negeri Kabupaten Lembata memberi keputusan para 
tergugat harus keluar dari tanah tersebut. Pengadilan Negeri Kabupaten 
Lembata mengabulkan permintaan penggugat dengan nomor putusan 
01/Pdt.G/2011/PN.LBT. Menyatakan bahwa Abdullah Gani Genape 
(penggugat) adalah cucu kandung dari Alm. Abdullah Kwait Demongor 
sehingga berhak sebagai ahli waris dari Alm. Abdullah Kwait Demongor. 
Menyatakan bahwa objek tanah sengketa yang dikuasai Drs. Djou A. Tahir 
(tergugat 1) sepanjang 39 m X 18 m (507 m persegi) yang terletak di Kota 
Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten 
Lembata adalah tanah warisan peninggalan Alm.Abdullah Kwait 
Demongor. Menyatakan bahwa objek tanah sengketa yang dikuasai Siti 
Saniyah Tahir (tergugat 2) sepanjang 39 m X 13 m (507 m persegi) yang 
terletak di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan 
Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tanah warisan peninggalan Alm. 
Abdullah Kwait Demongor. Menyatakan bahwa objek tanah sengketa yang 
dikuasai Mas’ud Tahir (tergugat 3) sepanjang 39 m X 15 m (585 m 
persegi) yang terletak di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, 
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Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah tanah warisan 
peninggalan Alm.  Abdullah Kwait Demongor. 
Putusan dalam perkara ini menunjukkan tidak diterapkannya Pasal 
32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 dalam proses penyelesaian 
sengketa oleh hakim dengan mengabulkan permintaan penggugat. 
Konsep rechtsverwerking yang terdapat dalam Pasal ini pun telah 
diabaikan. Padahal unsur-unsur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Tahun 1997 ada dalam perkara ini, yaitu : 
 Tanah yang digarap para tergugat diperoleh dengan itikad baik. 
 Para tergugat telah menguasai tanah tersebut secara nyata dan 
selama berpuluh-puluh tahun. 
 Para tergugat mempunyai sertifikat yang terbit dan selama lima 
tahun penerbitan sertifikat tersebut tidak ada yang menggugat. 
 Penggugat selama ini tahu dan sadar tanah tersebut dikuasai oleh 
tergugat namun baru memperkarakannya sekarang ini. 
 
Kasus sengketa tanah lainnya yang terjadi di Kabupaten Lembata 
yang diselesaikan melalui perundingan tokoh-tokoh adalah tanah seluas 
kurang lebih 500 m2 (meter persegi) yang dimiliki oleh Abdul Kadir Puru. 
Tanah ini telah dikuasai Abdullah Kadir Putu kurang lebih sekitar 20 tahun 
secara terus menerus. Tanah ini diperoleh pada tahun 1981 dari bapak 
Dominikus Demong dengan diberikan ijin untuk menggarap tanah 
tersebut. Alasan bapak Dominikus Demong memberikan ijin menggarap 
kepada Abdullah Kadir Putu karena pemilik tanah akan pergi merantau ke 
Dili dan pada saat itu anak pemilik tanah masih balita jadi tidak ada yang 
bisa mengurus tanah tersebut. Selang beberapa tahun pemilik tanah yang 
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sebenarnya meninggal dunia. Karena Abdullah Kadir Putu telah 
menggarap tanah tersebut selama berpuluh-puluh tahun tanah ini di 
sertifikatkan atas namanya. Selang beberapa tahun anak pemilik tanah 
yang sebenarnya datang dan mengaku bahwa tanah tersebut adalah 
tanah warisan dari orang tuanya. Pernyataan ini dibantah oleh Abdullah 
Kadir Putu karena selama sekian tahun ia telah menggarap tanah tersebut 
secara terus menerus dan dengan itikad baik karena diperolehnya dengan 
mendapat ijin dari pemilik tanah yang sebenarnya. Karena tanah yang 
disengketakan masih merupakan tanah adat, maka para pihak yang 
bersengketa ini memilih menyelesaikannya dengan cara adat. Para pihak 
dipertemukan kemudian berunding pada rumah adat setempat. Acara 
perundingan ini dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut 
Atamolang. 43  Acara ini di sebut Tapa Holo. 44  Dalam masyarakat adat 
Lamoholot tanah warisan dari leluhur sangatlah sakral untuk dijaga karena 
bila para pewarisnya mangkir dari warisan tersebut maka dipercaya 
bahwa pewaris tersebut akan sakit berkepanjangan. Setelah mengadakan 
Tapa Holo, para pihak sepakat untuk memberi hak sepenuhnya pada 
penggarap Abdullah Kadir Putu sebagai pemilik tanah dengan syarat-
syarat melakukan ritual adat agar tanahbisa ia kelolah kembali tanpa ada 
gangguan dari para ahli waris tanah tersebut. 
 
 
                                                             
43 Wawancara salah satu pemuda adat Yulius Legaama Tedemaking, 20 April 2014. 
44 Tapa Holo, yaitu acara adat yang mempertemukan dua pihak bersengketa untuk 
duduk berunding yang dilakukan dalam rumah adat dan dilengkapi dengan 
menyembelih menyembelih hewan ternak sebagai kata sepakat.  
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C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Atas 
Keberlakuan Asas Rechtsverwerking (Pelepasan Hak) di 
Kabupaten Lembata NTT 
Sistem pendaftaran tanah menurut UUPA adalah sistem pendaftaran 
tanah negatif yang mengandung  unsur-unsur positif. Keberadaan Pasal 
32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 dapat diterapkan dengan 
pemikiran bahwa jika sertifikat dimiliki dalam jangka waktu sebelum lima 
tahun, maka sertifikat merupakan alat bukti yang kuat sesuai dengan 
Pasal 19 UUPA (pendaftaran tanah dengan sistem negatif). Tetapi jika jika 
sertifikat tanah telah dimiliki dalam jangka waktu lebih dari lima tahun, 
diperoleh dengan itikjad baik, dikuasai secara nyata dan tidak ada yang 
mengajukan keberatan serta gugatan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Tahun 1997, maka dapat menjadi alat bukti yang 
sangat kuat (pendaftaran tanah dengan sistem positif). 
Sehingga penerapan dari Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Tahun 1997 tergantung dari pertimbangan hakim apakah Pasal ini akan 
memberikan keadilan jika diterapkan dalam suatu permasalahan atau 
sengketa terhadap tanah. Karena inti permasalahan dalam penerapan 
Pasal ini adalah jika penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang 
sebenarnya dan tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya 
dengan itikad baik sehinggaditerapkan atau tidaknya Pasal 32 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Tahun 1997 ini pada penyelesaian sengketa tanah 
ada pada kewenangan hakim yang mengadili perkaranya. Hakimlah yang 
menimbang berat ringannya kepentingan para pihak yang bersengketa. 
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Menurut Boedi Harsono, penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 
Tahun 1997 bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang pada 
system publikasi negatif. Tetapi dilain pihak untuk secara seimbang 
memberi kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik 
menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hal dalam 
buku tanah, dengan sertifikat sebagai alat buktinya yang menurut UUPA 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 45 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dan dilihat dari kasus sengketa 
tanah yang penulis teliti, Pengadilan Negeri Kabupaten Lembata belum 
menerapkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1997 yang 
didalamnya terkandung konsep rechtsverwerking. Bentuk perlindungan 
hukum terhadap pemegang hak atas tanah sampai sekarang masih 
dianggap kurang adil dan masih sepihak. 
Pada Kabupaten Lembata banyaknya tanah yang ditelantarkan 
atau tidak dikelolah sebagaimana fungsinya dikarenakan oleh faktor iklim 
yang sangat gersang. Disamping itu, masyarakat pada umumnya lebih 
tertarik untuk mencari penghasilan di luar kota sebagai TKI (Tenaga Kerja 
Indonesia) dibanding mengelolah tanah warisan nenek moyangnya. Dari 
sinilah bermula sengketa-sengketa tanah yang disatu pihak mengklaim 
bahwa tanah tersebut adalah warisan dari leluhur, dan dipihak lain 
menganggap bahwa tanah yang telah dikelolah selama berpuluh-puluh 
tahun itu adalah miliknya. 
 
                                                             
45 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm.480 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pada kasus pertama sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten 
Lembata diselesaikan dengan jalur hukum dan dimenangkan oleh 
pihak penggugat selaku pemilik sah sertifikat. Dimana pihak 
tergugat merasa sangat dirugikan karena telah bertahun-tahun 
menggarap tanah tersebut. 
Pada kasus kedua sengketa tanah yang diselesaikan dengan cara 
musyawarah adat, diperoleh kesepakatan bahwa tanah yang 
disengketakan akan tetap dimiliki oleh pihak yang menggarapnya 
selama ini dengan syarat dilakukan ritual adat untuk menghormati 
para leluhur dan agar terhindar dari sakit yang berkepanjangan. 
Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Lembata baik Bupati 
maupun jajarannya, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Lembata belum sepenuhnya merealisasikan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, sehingga banyak tanah yang masih tumpang 
tindih hak penguasaannya. Dampak dari ketidaktahuan masyarakat 
akan pentingnya pendaftaran tanah adalah kebanyakan 
masyarakat tidak atau belum mendaftarkan tanahnya sehingga 
sering terjadi pengklaiman tanah. Banyak tanah-tanah yang hanya 
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digarap tanpa adanya surat-surat yang berkekuatan hukum yang 
bisa  menjamin bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Mereka 
hanya berpegang pada kepercayaan pada orang-orang 
terdahulunya yang telah memberi tanah tersebut kepada mereka 
dan merekapun menggarapnya dengan itikad baik. 
2. Di Kabupaten Lembata, ada sebagian masyarakat yang mengerti 
akan konsep Rechtsverwerking (pelepasan hak) dan masih lebih 
banyak lagi masyarakat yang belum mengerti akan konsep 
tersebut, bahkan banyak dari masyarakat tersebut yang baru 
mendengar tentang Rechtsverwerking ini. Sampai saat ini masalah 
sengketa tanah yang terdapat didalamnya unsur Rechtsverwerking, 
masih dimenangkan oleh penggugat sebagai pemilik tanah. 
Sedangkan pihak tergugat yang telah menguasai tanah dengan 
itikad baik, menguasai secara nyata dalam jangka waktu yang 
lama, harus terusir dari tanah mereka sendiri. Sebagian masalah 
sengketa tanah yang objek tanah sengketanya adalah tanah adat 
diselesaikan dengan cara adat yaitu dengan mengadakan ritual-
ritual adat untuk menghormati para leluhur yang telah mewariskan 
tanahnya pada anak cucunya. Sengketa yang diselesaikan secara 
adat inilah yang menerapkan konsep rechtsverwerking dalam 
menyelesaikan perkara sengketa tanah, yaitu memberikan hak 
kepada pihak yang beritikad baik, menguasai tanah secara nyata 
dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. 
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B. Saran 
1. Pemerintah Kabupaten Lembata harus lebih mensosialisasikan 
aturan-aturan tentang pendaftaran tanah, yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan mau 
mendaftarkan tanahnya sehingga masyarakat tersebut mempunyai 
sertifikat terhadap hak atas tanahnya. Pemerintah juga diminta 
untuk melaksanakan setiap pendaftaran tanah mengikuti aturan-
aturan yang berlaku sehingga pemegang sertifikat yang telah 
diterbitkan adalah benar-benar milik pemegang hak yang 
sebenarnya. 
2. Pihak-pihak yang terkait dengan pendaftaran tanah atau penerbitan 
sertifikat hendaknya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk 
menerbitkan sertifikat dilakukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, sehingga sertifikat yang diterbitkan benar-benar 
merupakan pemegang hak yang sebenarnya.  
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